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BAB II 

RATIO LEGIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK 

TANGGUNGAN (SKMHT) TERGOLONG SEBAGAI KUASA 

KHUSUS YANG TIDAK BOLEH DISUBSTITUSIKAN 

 

1. Buku III KUHPdt Bersifat Terbuka 

KUHPdt merupakan induk pengaturan hukum perdata di 

Indonesia yang diadopsi dari hukum Kolonialisme Belanda 

yang kemudian pasca kemerdekaan diberlakukan kepada 

seluruh masyarakat Indonesia sebagai negara jajahan dengan 

berdasarkan asas konkordansi. Pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda (masa penjajahan), pemberlakukan KUHPdt ini 

diterapkan sesuai golongan-golongan yang sudah dibagi 

berdasarkan golongan penduduk. Pasal 163 ayat (1) Indische 

Staatsregeling (IS) yang membagi penduduk Indonesia saat itu 

dalam tiga golongan sebagai berikut: 

a. Golongan Eropa 

Pasal 163 ayat (2) IS mengklasifikasikan Golongan Eropa 

sebagai golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Semua warga negara Belanda  

2) Bukan warga negara Belanda, akan tetapi berasal dari 

Eropa 

3) Semua warga negara Jepang 

4) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum 

keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda. 

Bagi golongan Eropa berlaku KUHPDT dan KUHD yang 

diselaraskan dengan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van 

Koophandel yang berlaku di negeri Belanda.  

 

b. Golongan Pribumi 

Golongan pribumi dalam Pasal 163 ayat (3) IS 

diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke 

golongan lain 

2) Orang-orang yang semula termasuk golongan lain, lalu 

membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli. 
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Bagi golongan Pribumi atau Bumiputera, berlaku hukum 

adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di 

kalangan masyarakat. Akan tetapi, hukum ini masih 

berbeda-beda diantara satu daerah dengan daerah lainnya. Di 

samping itu, terdapat beberapa peraturan perundang-

undangan yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia 

Belanda bagi golongan Pribumi, yakni sebagai berikut: 

1) Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Stb. 

1933 No. 47) 

2) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau 

disingkat IMA (Stb. 1939 No. 569 jo. 717) 

3) Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Stb. 

1939 No. 570 jo. 717). 

 

c. Golongan Timur 

Yang termasuk golongan pribumi dalam Pasal 163 ayat (4) 

IS adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan 

Eropa dan Golongan Pribumi, tepatnya yaitu: 

1) Golongan Timur Asing Tionghoa 

2) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa 

Bagi golongan Tionghoa berlaku KUHPDT dan KUHP 

dengan beberapa pengecualian yaitu terkait dengan 

pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan 

anak (adopsi). Sedangkan terhadap golongan Timur Asing 

yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (seperti Arab, 

India, Pakistan, Mesir), berlaku sebagaian dari KUHPDT 

dan KUHD, yaitu hanya mengenai hukum Harta Kekayaan. 

Sedangkan terkait waris tanpa wasiat, Hukum kepribagian, 

dan Hukum Keluarga berlaku hukum yang berlaku di negara 

asal mereka
1
. 

 

Perbedaan pemberlakuan atau pluralisme hukum tersebut 

dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan subjek hukum yang ada. 

Artinya dalam satu tempat (wilayah) dan waktu yang sama, 

                                                 
1
 PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017,     

h. 1-2 
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berlaku beberapa stelsel hukum yang berbeda-beda. Pluralisme 

hukum ini bisa terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Faktor Etnis 

Adalah sebuah realitas bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 

berbegai suku yang mempunyai corak hukum adat yang 

berbeda-beda. Misalnya dalam sistem kewarisan. 

Masyarakat hukum adat Batak menganut sistem kewarisan 

secara Patrilinial, sedangkan sistem masyarakat hukum adat 

Minangkabau menganut sistem kewarisan Matrilinial. 

Berbeda lagi dengan suku Jawa yang menganut sistem 

warisan secara bilateral.  

2) Faktor Yuridis 

Jika dilihat dari segi hukumnya, penggolongan tersebut 

menyebabkan suatu keadaan hukum perdata di Indonesia 

bersifat pluralistik. Pada masa Pemerintahan Belanda 

didakan penggolongan penduduk berdasarkan ketentuan 

Pasal 163 IS dan Penggolongan hukum berdasarkan 

ketentuan Pasal 131 IS.  

3) Faktor Penggolongan Penduduk 

Penggolongan yang dimaksud sebagaimana diuraikan 

sebelumnya yaitu golongan Eropa, Pribumi, dan Timur 

Asing
2
.  

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah 

Hindia Belanda memberlakukan KUHPdt dan KUHD yang 

kemudian ditiru oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan asas 

konkordansi, yaitu asas persamaan berlakunya sistem hukum) 

di dalam menyusun kodifikasi KUHPdt dan KUHD. Kodifikasi 

diumumkan pada 30 April 1847 berdasarkan staatsblad No. 23 

dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Hindia Belanda. Dengan 

demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang 

sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini 

berdasarkan asas konkordansi tersebut, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 75 Regelings Reglement jo. Pasal 131 Indische 

                                                 
2
 Kelik Wardiono et all, Buku Ajar Hukum Perdata, Muhammadiyah 

University Press, Surakarta, 2018, h. 9 
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Staatsregeling. Menurut pasal ini, bagi “golongan Eropa 

berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi 

mereka di negeri Belanda”
3
.  

Perlu diketahui bahwa asas konkordansi tersebut 

sebelumnya juga diterapkan oleh Belanda yang juga pernah 

dijajah oleh Perancis. Hukum perdata yang diberlakukan di 

Indonesia yaitu KUHPdt adalah berasal dari Hukum Perdata 

Perancis. “Hukum Perdata Perancis tersebut dikodifikasi pada 

21 Maret 1804 dengan nama Code Civil des Francais. 

Kemudian pada tahun 1807, kodifikasi tersebut diundangkan 

lagi dengan nama Code Napoleon”
4
.  

Sewaktu Perancis menduduki Belanda, Code Napoleon 

ini berlaku pula di negeri Belanda sebagai kitab undang-

undang resmi. Setelah Belanda merdeka dan Perancis sudah 

meninggalkan Belanda, maka Pemerintah kerajaan Belanda 

mengadakan kodifikasi hukum Belanda yang bersumber dari 

Code Napoleon dan hukum Belanda kuno. “Pada tahun 1838, 

Pemerintah Kerajaan Belanda telah mengkodifikasi KUHPdt 

dan KUHD”
5
. 

Demikian pula dengan masa penjajahan Jepang yang 

hanya mengeluarkan satu produk hukum yaitu Undang-Undang 

No. 1 tahun 1942, di mana pada Pasal 3 disebutkan bahwa 

semua badan-badan Pemerintahan dan kekuasaannya, hukum 

dan Undang-Undang yang berlaku di jaman Belanda tetap 

berlaku. Artinya “pada masa penjajahan Jepang, KUHPdt dan 

KUHD juga masih tetap berlaku. Berikut juga dengan 

kompleksitas pengaturannya”
6
. 

Hukum Perdata dalam KUHPdt dan KUHD diberlakukan 

dengan berdasarkan pada UUD 1945, Konstitusi Indonesia 

Serikat, UUDS 1950, serta UUD 1945 pra dan pasca 

amandemen yang secara umum memuat adanya aturan 

                                                 
3
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

Kencana, Jakarta, 2015, h. 5 
4
 Ibid, h. 4 

5
 Ibid 

6
 Kelik Wardiono et all, Buku Ajar Hukum Perdata, Op.cit, h. 13 
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peralihan. Maksud diadakannya aturan peralihan ini adalah 

untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-

undangan yang ada pada saat UUD tersebut diberlakukan. 

Dengan demikian, kevakuman hukum dalam masyarakat dapat 

dihindari. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Pra 

Amandemen menentukan bahwa “segala badan negara dan 

peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
7
.  

Selanjutnya Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 Pra 

Amandemen juga menentukan bahwa “Sebelum Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat, dan 

Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-

Undang Dasar ini, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk 

menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan 

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite 

Nasional Pusat”. Kemudian berdasarkan aturan peralihan 

dalam UUD 1945 Praamandemen itu, pada tanggal 10 Oktober 

1945, Presiden Soekarno mengadakan dan mengumumkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 yang berbunyi 

“Kami Presiden Republik Indonesia, untuk ketertiban 

masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubung dengan 

Pasal IV menetapkan peraturan sebagai berikut
8
 : 

Pasal 1 

Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada 

sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang 

baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal 

saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

tersebut. 

Pasal 2 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 

1945. 

 

                                                 
7
 PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Op.cit, h. 2 

8
 Ibid, h. 2-3 
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Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1945 ini disebutkan bahwa diadakannya peraturan pemerintah 

tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II 

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 

1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 

1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Sampai terbentuknya 

pemerintahan reformasi, upaya kodifikasi dan unifikasi di 

bidang hukum perdata terus dilakukan, walaupun pembentukan 

naskah hukum sebagai buah karya anak bangsa belum juga 

terwujud. Komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan 

keberadaan hukum “produk dan peninggalan bangsa Barat 

(Belanda)” demi menjaga kevakuman hukum terlihat pada saat 

mengamandemen UUD 1945. Hal ini dapat ditinjau dalam 

Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Pascamandemen “segala 

peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 

Dasar ini”
9
. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum perdata di 

Indonesia sangat pluralistik (beragam). Kendati sebagian sudah 

terdapat kodifikasi dalam KUHPdt dan KUHD, namun tidak 

mampu merangkum semua kebutuhan hukum masyarakat 

Indonesia. Pasca kemerdekaan, klasifikasi masyarakat dalam 

golongan-golongan berdasarkan kedaerahan tersebut tidak 

berlaku lagi karena memang tidak sesuai dengan kondisi saat 

ini. Hal tersebut juga dikuatkan dengan diterbitkan Instruksi 

Presidium Kabinet Nomor 31/U/12/1966 yang 

menginstruksikan bahwa Menteri Kehakiman serta Kantor 

Catatan Sipil seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan 

penggolongan pendudukan Indonesia berdasarkan Pasal 131 

dan 163 IS pada kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia. 

Kendati demikian, hukum perdata sampai saat masih belum 

sepenuhnya terkodifikasi dalam satu buku. Hal ini selain 

karena terdapat dalam KUHPdt dan KUHD, hukum perdata 

masih “tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

                                                 
9
 Ibid, h. 4 
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lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan 

lainnya”
10

. 

Titik TriwulanTutik, membuat klasifikasi sejarah terkait 

dengan pemberlakuan KUHPdt dan KUHD sebagai berikut: 

a. Sebagai negara jajahan, maka hukum yang berlaku di 

Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama 

untuk hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan 

bangsa Belanda untuk Indonesia telah mengalami adopsi dan 

perjalanan sejarah yang sangat panjang.      Pada mulanya 

hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang 

dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J. M. Kempers         

(1776-1824). Kemudian tahun 1816, Kempres 

menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada 

Pemerintah Belanda didasarkan pada hukum Belanda Kuno 

dan diberi nama Ontwerp Kempers. Ontwerp Kempers ini 

ditentang oleh P. Th. Nicolai, yaitu anggota parlemen 

kebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden 

pengadilan Belgia. Tahun 1824 Kempers meninggal dunia, 

selanjutnya penyusunan kodifikasi code hukum diserahkan 

kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar 

pembentukan hukum perdata Belanda sebagian besar 

berorientasi pada Code Civil Perancis. Code Civil Perancis 

sendiri meresepsi hukum Romawi, Corpus Civilis dari 

Jusinianus. Dengan demikian, hukum Perdata Belanda 

merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan/ hukum 

belanda Kuni dan code civil Perancis. Tahun 1838, 

kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan stbl 

838.  

Pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda 

diberlakukan di Indonesia dengan stbl 1848. Hukum ini 

hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan 

dipersamakan dengan mereka (golongan Tiong Hoa). Tujuh 

                                                 
10

 PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Op.cit, h. 2 
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puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1919, kodifikasi 

hukum perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia 

dipertegas lagi dengan stbl 1919.  

Dalam perjalanannya bagi orang-orang selain Eropa, baik 

golongan Timur Asing golongan Tiong Hoa dan bukan 

Tiong Hoa mengalami pembedaan dalam pelaksanaan 

perundang-undangan dalam hukum perdata, yaitu (1) 

melalui stbl. 1855 No. 79 KUHPdt dan BvK dengan 

pengecualian hukum kekeluargaan dan hukum waris 

dinyatakan berlaku untuk smeua orang Timur  Asing. (2) 

Tahun 1917 diadakan pembedaan orang Tionghoa dan non 

Tionghoa, karena bagi Tionghoa hukum Eropa yang berlaku 

saat itu dapat diperluas. (3) Sejak 1 September 1925 untuk 

bangsa Tionghoa di wilayah Indonesia berlaku Stbl. 1917 

No. 129 seluruh hak privat Eropa berlaku bagi Bangsa 

Tionghoa kecuali pasal-pasal mengenai Buegerlijke stand, 

upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (Bagian 2 

dan 3 titel 4 Buku I KUHPdt) dan bagi bangsa Tionghoa 

diadakan BS tersendiri serta peraturan tersendiri tentang 

adopsi anak dalam bagian II Stbl. 1917 No. 129. (4). Bagi 

golongan Timur Asing (India, Arab, dan lain-lain) pada 

tanggal 1 Maret 1925 dengan Stbl tahun 1924 No. 556 pada 

pokoknya tunduk pada hukum privat Eropa, kecuali hukum 

kekeluarhaan dan hukum warisan (tunduk pada hukum 

mereka sendiri kecuali mengengenai perbuatan suat wasiat 

berlaku hukum KUHPdt). (5) Tahun 1926 dalam KUHPdt 

ada peraturan baru tentang perjanjian perburuhan dan hanya 

berlaku bagi golongan Eropa. Untuk Golongan Indonesia 

dan Timur Asing berlaku peraturan lama, yaitu pasal-pasal 

1601 s.d 1603 KUHPdt. 

b. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan 

Setelah Indonesia mereka, semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada jaman jajahan Belanda tetap 

diberlakukan. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal II 

Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya 

menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih 
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berlaku sebelum diadakan peraturan baru menruut UUD, 

termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku 

di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam bidang hukum 

perdata
11

. 

 

KUHPdt merupakan sebuah kodifikasi hukum perdata 

yang terdiri dari empat buku: 

a. Buku I tentang Orang (Van Personen) yang terdiri dari 

Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan. Hukum 

kekeluargaan dimasukkan dalam bagian hukum tentang 

orang dalam buku I karena hubungan-hubungan hukum 

dalam keluarga memang berpengaruh terhadap kecakapan 

seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya 

sebagai subjek hukum yang diatur dalam Buku I; 

b. Buku II tentang Benda (Van Zaken) yang terdiri dari Hukum 

Benda dan Hukum Waris. Hukum waris dikelompokkan 

dengan hukum benda karena dianggap mengatur cara-cara 

guna memperoleh hak-hak atas benda hal ini seperti benda-

benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang sudah meninggal; 

c. Buku III tentang Perikatan (Van Verbintennissen) yang 

terdiri dari Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan 

hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau 

pihak-pihak tertentu; 

d. Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Lewat 

Waktu (Van Bewijs en Verjaring) yang memuat perihal alat-

alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap 

hubungan-hubungan hukum. penempatan buku IV tentang 

pembuktian dan lewat waktu (kadaluarsa) dalam KUHPdt 

dianggap tidak tepat karena KUHPdt pada prinsipnya 

mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian 

dan kadaluarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. 

                                                 
11

 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

Op.cit, h. 18-20 
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Disini letak kelemahan sistematikan hukum perdata dalam 

KUHPdt di Indonesia
12

.  

Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III 

KUHPdt secara umum dikenal dengan bagian umum dan 

bagian khusus. Bagian umum terdiri dari 4 (empat) bab yaitu 

Bab I-Bab IV sebagaimana terdapat dalam Pasal 1233-1256 

KUHPdt. Sedangkan bagian khusus terdiri dari 14 (empat 

belas) Bab yaitu Bab V-Bab XVIII sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1457-1864 KUHPdt. Pengaturan perikatan dalam Buku 

III KUHPdt tersebut dilakukan dengan sistem terbuka, yaitu 

setiap subjek hukum dibolehkan mengadakan perikatan apapun 

baik terhadap hal yang sudah diatur namanya dalam peraturan 

perundang-undangan maupun yang belum diatur. Kendati 

demikian, “keterbukaan tersebut tetap diberikan dengan batas 

yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, tidak 

bertentangan dengan Kesusilaan, serta tidak bertentangan 

dengan Ketertiban Umum”
13

. KUHPdt dan KUHD merupakan 

hukum perdata materiil, yaitu terkait dengan hukum yang 

mengatur kepentingan-kepentingan perorangan atau dengan 

kata lain ketentuan-ketentuan “yang mengatur perihal hak dan 

kewajiban antar subjek hukum dalam masyarakat. Misalnya 

mengenai perkawinan, perjanjian, warisan dan lain 

sebagainya”
14

.  

Perikatan (Van Verbintennissen) merupakan salah satu 

hal yang fundamental dalam KUHPdt. Hal ini karena dalam 

KUHPdt sendiri, perikatan diatur dalam bab khusus yaitu buku 

III. Kendati demikian, dalam Buku III KUHPdt trsebut tidak 

terdapat satu pasal pun yang mengatur terkait pengertian terkait 

perikatan. Akan tetapi buku III KUHPdt secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa perikatan yang dimaksud adalah hal yang 

timbul dari persetujuan atau perjanjian. Hofmann memberikan 

                                                 
12

 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata 

Hukum dan Politik Hukum Nasional, LKiS, Yogyakarta, 2016, h. 60 
13

 Ronald Saija dan Roger FXV Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, 

Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 128 
14

 Kelik Wardiono et all, Buku Ajar Hukum Perdata, Op.cit, h. 6 
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pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara 

sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu 

seorang atau “beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya 

untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang 

lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”
15

. 

Istilah perikatan berasal dari verbintennissen yang 

menunjuk pada adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga 

verbintennissen lebih diartikan sebagai hubungan hukum. 

Perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 

a. Perikatan sipil, yaitu perikatan yang apabila tidak dipenuhi 

dapat dilakukan gugatan; 

b. Perikatan wajar, yaitu perikatan yang tidak mempunyai hak 

tagihan, tetapi apabila sudah dibayar tidak dapat diminta 

kembali (misalkan utang karena perjudian); 

c. Perikatan yang dapat dibagi, yaitu perikatan yang dapat 

dibagi-bagi pemenuhannya (perjanjian kerja harian); 

d. Perikatan yang tidak dapat dibagi, yaitu perikatan yang tidak 

dapat dibagi-bagi pemenuhan prestasinya (perjanjian untuk 

rekaman lagu tertentu); 

e. Perjanjian pokok, yaitu perikatan yang berdiri sendiri, tidak 

tergantung pada perikatan yang lain (perjanjian jual beli, 

sewa menyewa); 

f. Perikatan tambahan, perikatan yang merupakan tambahan 

dari perikatan lainnya (perjanjian gadai, hipotek); 

g. Perjanjian murni, yaitu perikatan yang prestasinya harus 

dipenuhi seketika itu juga; 

h. Perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang pemenuhannya 

oleh debitur digantungkan pada suatu syarat tertentu (pinjam 

uang baru akan dibayar kalau penjualan barang dari si 

debitur laku); 

i. Perikatan spesifik, yaitu perikatan yang prestasinya 

ditetapkan secara khusus (pinjaman yang sebagai 

pembayarannya adalah tenaga kerja di debitur); 

                                                 
15

 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

Op.cit, h. 198 
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j. Perikatan generik adalah perikatan yang hanya ditentukan 

menurut jenisnya
16

. 

Perikatan dapat timbul karena memang diperjanjian dan 

dapat pula timbul karena adanya ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. Pasal 1233 KUHPdt menentukan bahwa 

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-

undang”. Perikatan yang bersumber dari perjanjian seperti jual 

beli, tukar-menukar, pinjam pakai, sewa-menyewa, penitipan, 

dan perjanjian kerja. Sedangkan perikatan yang bersumber dari 

Undang-Undang adalah perikatan yang terjadi karena Undang-

Undang itu sendiri seperti wajib nafkah, dan perikatan yang 

terjadi karena Undang-Undang dan disertai dengn tindakan 

manusia (zaakwarneming, yaitu tindakan manusia yang 

menurut hukum dan hakiki; tindakan melanggar hukum yang 

diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Perikatan dapat berakhir 

dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Jika sudah dilakukan pembayaran (dalam perikatan jual 

beli); 

b. Dengan pembauran utang (novasi); 

c. Dengan pembebasan utang; 

d. Dengan pembatalan; 

e. Dengan hilangnya benda yang diperjanjikan; 

f. Dengan telah lewatnya waktu (daluwarsa)
17

. 

 

Asas-asas dalam perikatan adalah sebagai berikut: 

No Nama Asas Keterangan 

1 Konsensualisme  

Pasal 1320 KUHPdt ayat (1), salah 

satu syarat sahnya perjanjian adalah 

kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini 

mengandung makna bahwa perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara 

formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak. 

                                                 
16

 M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-Asas 

Hukum Jilid II, UB Press, Malang, 20136, h. 25-26 
17

 Ibid, h. 26-27 
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2 Pacta Sunt Servanda 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt 

menentukan bahwa “perjanjian yang 

dibuat sah berlaku sebagai Undang-

Undang” 

3 Kebebasan Berkontrak 

Asas ini memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat 

perjanjian 

b. Mengadakan perjanjian dengan 

siapapun 

c. Menentukan isi perjanjian, 

pelaksanaan, dan persyaratannya 

d. Menentukan bentuk perjanjian 

(lisan atau tulisan) 

4 Kepercayaan 

Asas kepercayaan mengandung 

pengertian bahwa setiap orang yang 

akan mengadakan perjanjian akan 

memenuhi setiap prestasi yang 

diadakan diantara mereka di belakang 

hari 

5 Asas persamaan hukum 

Subjek hukum yang mengadakan 

perjanjian mempunyai kedudukan, 

hak, dan kewajiban yang sama dalam 

hukum, dan tidak dibeda-bedakan 

antara satu sama lain, walaupun subjek 

hukum itu berbeda warna kulit, agama, 

dan ras 

6 Keseimbangan 

Asas yang menghendaki kedua belah 

pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian. Kreditor mempunyai 

kekuatan untuk menuntut prestasi dan 

jika diperlukan dapat menuntut 

perlunasan prestasi melalui kekayaan 

debitur, namun debitur memikul pula 

kewajiban untuk melaksanakan 

perjanjian itu dengan itikad baik 
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7 Kepastian Hukum 

Perjanjian sebagai figur hukum harus 

mengandung kepastian hukum. 

kepastian ini terungkap dari kekuatan 

mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai 

Undang-Undang bagi yang 

membuatnya 

8 Moral 

Asas moral ini terikat dalam perikatan 

wajar, di mana suatu perbuatan 

sukarela dari seseorang tidak dapat 

menuntut hak baginya untuk 

menggugat prestasi dari pihak debitor. 

Hal ini terlihat di dalam 

zaakwarneming, di mana seseorang 

melakukan perbuatan sukarela (moral). 

Hal yang bersangkutan mempunyai 

kewajiban hukum untuk meneruskan 

dan menyelesaikan perbuatannya. 

Faktor-faktor yang memberikan 

motivasi pada yang bersangkutan 

untuk melakukan perbuatan hukum itu 

berdasarkan pada kesusilaan (moral) 

sebagai panggilan hati nurani. 

9 Kepatutan  

Pasal 1339 KUHPdt mengatur bahwa 

asas ini berkaitan dengan ketentuan 

mengenai isi perjanjian 

10 Kebiasaan 

Suatu perjanjian tidak hanya dapat 

mengikat untuk apa yang secara tegas 

diatur, akan tetapi juga hal-hal yang 

menurut kebiasaan lazim diikuti 

11 Perlindungan 

Antara debitor dan kreditor harus 

dilindungi oleh hukum. Namun yang 

perlu mendapatkan perlindungan itu 

seringkali adalah pihak debitur berada 

pada pihak yang lemah
18

. 

                                                 
18

 Ibid, h. 28-30 
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Pada salah satu asas perikatan tersebut, terdapat asas 

kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memiliki 

penjelasan sebagai berikut: 

“sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas 

esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga 

asas otonomi “konsensualisme” yang menentukan 

“ada”nya perjanjian.  

Di dalam hukum Inggris; asas ini dikenal juga. Anson 

berpendapat sebagai berikut : “A promise more than a mere 

statement of intention for it imports awillingness on the 

part of the promise to be bound to the person to whom it is 

made”. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas kebebasan ini 

tidak hanya milik KUHPdt, tetapi bersifat universal. Asas 

ini dalam hukum kontrak di negara dengan sistem Anglo 

Saxon dikenal dengan istilah freedom of contract. Artinya 

para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri 

isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

(5) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, 

(6) Tidak dilarang oleh undang-undang 

(7) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 

(8) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan 

iktikad baik 

Sementara itu Johanes Gunawan mengatakan bahwa asas 

ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki 

kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan 

kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan 

kebebasan yang dimaksud meliputi : 

(6) Kebebasan tiap orang untuk meneruskan apakah ia akan 

membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian 

(7) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia 

akan mebuat suatu perjanjian 

(8) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk 

perjanjian 

(9) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian 
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(10) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara 

pembuatan perjanjian 

 

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari 

sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak tersebut. 

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 

KUHPdt mengandung arti “kemauan” (will) para pihak 

untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling 

mengikatkan diri. 

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa 

perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan 

nilai etis yang bersumber dari moral. Asas kebebasan 

berkontrak ini adalah salah satu asas yang sangat penting 

dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan 

dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia
19

. 

 

Artinya KUHPdt memberikan keleluasaan kepada para 

pihak untuk melakukan perjanjian apapun dengan klausul 

dalam perjanjian seperti yang diinginkan selama syarat-syarat 

dalam Pasal 1320 KUHPdt dipenuhi. Jika satu klausula sudah 

disepakati oleh para pihak, maka kesapakatan tersebut berlaku 

layaknya undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 

KUHPdt). Berikut penjelasan terkait ketentuan dalam Pasal 

1338 KUHPdt tersebut: 

Pasal 1338 KUHPdt menyatakan “semua persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik. 

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang 

menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah 

                                                 
19 Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku 

Usaha, Op.Cit;, h. 28-32 



135 

 

 

 

hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga 

meliputi perjanjian yang tidak bernama. 

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang 

dikenal dengan asas partij autonomie. Pasal 1338 KUHPdt 

ini harus juga dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 

KUHPdt. 

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang 

menunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang 

dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 

KUHPdt) adalah mengikat sebagai undang-undang 

terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas 

kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt 

menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai 

konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 

secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang mengatakan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini 

memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara 

kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan 

realisasi dari asas keseimbangan 

Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) ini 

mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah 

mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPdt juga 

menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu 

kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak 

(Pasal 1338 KUHPdt)
20

. 

 

Hal ini tentunya juga berlaku dalam pembuatan surat 

kuasa. Para pihak harusnya bebas mau menentukan klausul 

dalam perjanjian kuasa tersebut, termasuk terkait substitusi 

kuasa tersebut. Hal ini karena KUHPdt sebagai induk hukum 

perdata di Indonesia memberikan kebebasan dalam melakukan 

kontrak apapun dengan klausul apapun juga.  

                                                 
20 Ibid 
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Ketentuan kebebasan berkontrak dalam KUHPdt tersebut 

sejatinya menjadi ketentuan yang fleksibel yang lebih 

beroritensi pada kemanfaatan hukum (rechtsutiliteit) dalam 

kehidupan masyarakat. Selama hukum tersebut bermanfaat 

bagi masyarakat, maka tidak perlu ada larangan untuk hal 

tersebut. Orientasi bagi kemanfaatan tersebut jelas merupakan 

ketentuan yang banyak membawa kebaikan bagi kehidupan 

masyarakat.  

Kendati berorientasi pada kemanfaatan hukum 

(rechtsutiliteit), ketentuan kebebasan kontrak dalam KUHPdt 

tersebut tidak sampai mengabaikan kepastian hukum 

(rechtszekerheid). Kepastian hukum tetap ada yaitu dengan 

adanya ketentuan dalam 1338 KUHPdt yang menentukan 

bahwa klausul yang disepakati oleh para pihak maka berlaku 

layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakati. 

Artinya kepastian hukum terletak pada harus ditaatinya klausul 

yang sudah disepakati tersebut. Jika tidak maka pihak yang 

melanggar kesepakatan dalam perjanjian dapat digugat sesuai 

dengan kelalaiannya.  

Ketika KUHPdt tidak melarang kuasa untuk 

disubstitusikan dan para pihak dalam kuasa (pemberi dan 

penerima kuasa) sepakat bahwa kuasa yang menjadi objek 

kesepakatan dapat disubstitusikan, maka substitusi tersebut 

dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan hanya 

berpedoman pada dua prinsip perjanjian dalam hukum perdata 

yaitu kebebasan berkontrak dan kesepakatan berlaku seperti 

undang-undang bagi para pihak.  

 

2. Dominasi Regelend Recht dalam Hukum Perikatan 

Hukum perikatan memiliki ketentuan hukum tersendiri 

(regelend recht). Sehingga ketentuan tersebut mengatur seluruh 

aspek hukum yang harus diterapkan, yaitu bagaimana cara dan 

siapa yang berhak menegakkan hukum tersebut dan wewenang-

wewenang jika terjadi sebuah pelanggaran. Namun kenyataan 

pada regelend recht merupakan hukum yang bersifat konkret, 

bahkan dapat dikesampingkan sebab adanya perjanjian yang 
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dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sebab relegend recht 

bersifat memberikan pedoman dan petunjuk cara-cara terbaik 

yang harus dilakukan dan tidak bersifat memaksa. Sehingga 

“meskipun dalam praktiknya dapat dikesampingkan namun 

tidak boleh ke luar atau melanggar ketentuan yang terdapat 

dalam ketentuan hukum itu. Dengan kata lain, penyimpangan 

yang dilakukan dalam hukum perikatan ini masih dalam 

koridor atau batas yang dibenarkan oleh hukum yang 

berlaku”.
21

 

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 

KUHPdt yang menunjukkan adanya standar syarat yang harus 

dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Selain itu, ketentuan hukum 

tersebut dapat dikatakan menjadi dominasi dalam setiap praktik 

perjanjian yang menyangkut hukum dan sah atau tidaknya. 

Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1320 

KUHPdt adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan 

diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, 

dan suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut menciptakan 

konsekuensi hukum dalam hukum perikatan atau suatu 

perjanjian, yaitu dapat dibatalkan atau dimintakan batal jika 

syara-syarat tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan jika 

pembatalan tersebut tidak diimplementasikan, maka tendensi 

dalam hukum perikatan mengacu kepada kontrak yang sah 

yang telah disepakati bersama. 

Adapun pasal tersebut dapat menunjukkan adanya 

dominasi pengaturan hukum dalam setiap perikatan atau 

perjanjian yang harus dilakukan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Adanya kesepakatan (consensus/ agreement). 

Kesepakatan harus dapat terimplementasikan oleh kedua 

belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subyektif 

mendominasi hukum perikatan yang diatur dalam sebuah 

kontrak maupun kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. 

                                                 
21 M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas 

Hukum, Unviersitas Brawijaya Press, Malang, 2015, h. 5-6. 
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Di sisi lain, kesepakatan ini terjadi jika tidak terdapat unsur-

unsur yang membatalkannya, seperti paksaan (dwang, 

duress), penipuan (bedrog, fraud), dan kesilapan (dwaling, 

mistake). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1321 KUHPdt. 

b. Kecakapan untuk membuat perikatan 

Maksud syarat ini adalah, kedua belah pihak yang 

melakukan kesepakatan harus memiliki kecakapan sesuai 

dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, pihak-pihak 

yang melakukan kontrak merupakan orang-orang yang 

memiliki kewenangan membuatnya, meskipun secara umum 

siapapun cakap membuat kontrak atau perikatan. Namun, 

untuk menentukan cakap dan tidaknya seseorang dalam 

melakukan proses hukum perikatan tersebut, pasal 1330 

KUHPdt membatasi orang-orang yang dinyatakan secara 

hukum tidak termasuk cakap dalam membuat sebuah 

perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang 

berada di bawah pengampunan. 

c. Obyek atau suatu hal tertentu 

Ketentuan ini memberikan aturan secara tegas kepada para 

pelaku perikatan atau perjanjian selama berproses. 

Berdasarkan hal ini, mengharuskan adanya obyek atau hal 

tertentu dalam perikatan yang menyangkut hukum harus 

terkait dengan hal yang tertentu, jelas dan secara hukum 

dibenarkan keberadaanya. 

d. Kuasa yang diperbolehkan, halal atau legal 

Adapun maksud dari syarat ini adalah adanya perikatan 

seperti kontrak harus memuat atau berlandaskan dengan 

hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap perikatan 

maupun kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

tidak boleh bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, isinya 

tidak boleh juga mengenai hal-hal yang bertentangan dengan 

ketertiban umum maupun kesusilaan, sebagaimana yang 

termaktub dalam pasal 1337 KUHPdt. Begitu juga suatu 

perikatan atau perjanjian yang dibuat tanpa dilandasi dengan 

sebab atau sebab yang palsu, bahkan terlarang maka 
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berdasarkan syarat ini, sebab tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum. 

Sesuai dengan keempat syarat tersebut dalam hukum 

perikatan, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa hukum 

perikatan mencakup pada syarat yang bersifat subyektif, yaitu 

pada dua syarat pertama dan bersifat obyektif, yaitu pada 

syarat ketiga dan keempat. 

Adapun ketentuan subyektifitas dalam persyaratan 

tersebut menunjukkan harus terimplementasikannya 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat 

dirinya dan harus cakap secara hukum. Begitu juga pada syarat 

yang bersifat objektif harus berisi suatu perjanjian atau 

perikatan yang jelas dan ditentukan jenisya serta merupakan 

hal yang legal atau diperbolehkan secara hukum. 

Konsekuensi syarat yang bersifat objektif tersebut jika 

tidak terpenuhi maka perjanjian atau perikatan yang dilakukan 

menjadi batas secara hukum. Namun syarat yang bersifat 

subyektif jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan batal secara 

hukum namun pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat 

atau menuntut perjanjian yang dilakukan di peradilan atau 

membatalkannya. 

“Hal ini sebagaimana ketentuan dalam hukum mengatur 

yang dapat diimplementasikan berdasarkan kesepakatan pola 

yang ingin dilakukan antar kedua belah pihak. Sehingga 

persoalan yang terjadi dapat diselesaikan sesuai kesepakatan 

kedua pihak meskipun tidak menyangkut peraturan hukum 

yang berlaku”.
22

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan hal 

fundamental dalam hukum perikatan yang dapat dibentuk 

secara bebas dan bersifat konsensual. Oleh sebab itu, adanya 

asas konsensualitas memberikan kepastian hukum bahwa 

terbentuknya suatu perjanjian disebabkan adanya pertemuan 

dan kesepakatan dari pihak-pihak. Hal ini sesuai dengan 

pengertian dari pasal 1320 juncto pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. 

                                                 
22 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbandkan di Indonesia,           

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 6. 
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Secara ekspisit dominasi regelend recht dalam hukum 

perikatan tersebut landasannya dapat ditemukan dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUHPdt menyatakan bahwa “semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Artinya kesepakatan yang 

diimplementasikan oleh kedua belah pihak dan isi dari 

kesepakatan tersebut baik yang bersifat obyektif maupun 

subyektif memberikan ketetapan dan konsekuensi hukum sebab 

secara sah berlaku sebagai undang-undang. 

Suatu perikatan atau perjanjian memiliki kekuatan 

mengikat yang diatur secara hukum ini dibuktikan melalui 

penjelasan pasal 1339 KUHPdt, yaitu “suatu perjanjian tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang”.
23

 

Dengan demikian aturan dan kesepakatan yang telah 

dibuat menjadi dominasi utama dalam sebuah perjanjian yang 

telah di buat, maupun perbuatan lainnya yang mengandung 

konsekuensi hukum. Sebab hukum yang mengatur dalam 

hukum perikatan dapat diimplementasikan ke dalam berbagai 

macam perjanjian yang dibuat maupun kegiatan perdata 

lainnya yang terkait dengan hukum yang berlaku. 

Dominasi regelend rechtyang tertuang dalam pasal-pasal 

mengenai suatu perjanjian, terutama terkait dengan hukum 

perikatan secara umum mengandung asas fundamental yang 

mampu mencerminkan dominasi tersebut. Menurut Subekti 

yang dikutip oleh Anshori “mengindikasikan adanya 

kandungan dalam pasal-pasal tersebut mengenai perjanjian, 

yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu menganut sistem 

terbuka (open system)”.
24

 

                                                 
23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, 2007, h. 312. 
24 Abdul Ghogur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, 

Regulasi, dan Implementasi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, h. 9. 
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Sistem terbuka ini terlihat dari pemahaman secara 

implisit dalam pasal maupun perundang-undangan terkait 

perjanjian, yaitu seolah-olah memberikan kebebasan luas 

kepada masyarakat untuk menciptakan dan membuat perjanjian 

apapun sesuai keinginannya selama masih dalam koridor 

dibuatnya secara sah dan perjanjian tersebut memberikan 

dampak hukum berupa ikatan kuat bagi yang membuat janji. 

Sebab ruang lingkup perjanjian yang dibuat hanya terbatas 

pada para pihak yang terdapat dalam kontrak perjanjian yang 

telah dibuat. Selanjutnya, pengaturan aturan maupun undang-

undang yang dibuat tersebut berlaku sebagaimana undang-

undang yang telah diatur oleh Negara, sehingga memiliki 

kekuatan hukum. 

Keberadaan dominasi regelend recht dalam setiap 

transaksi maupun tindakan hukum ditunjukkan melalui 

pemahaman lebih luas dari hukum perikatan. Dewi et.al 

menyatakan bahwa “hukum perikatan lebih digunakan untuk 

menggambarkan adanya keterikatan dari berbagai pihak yang 

telah menyelenggarakan sebuah transaksi, namun dampak 

hukum yang diakibatkan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak 

yang bertransaksi saja
25

”, melainkan adanya ketentuan lain 

yang berlaku di luar perjanjian sehingga menciptakan 

keterikatan antar pihak dalam mengimplementasikan tindakan 

hukum tertentu. Hal ini disebabkan hukum perikatan 

menurutnya dinyatakan lebih luas cakupannya dari pada hukum 

perjanjian. 

Keluasan dan dominasi hukum perikatan ini ditunjukkan 

pada penetapan Buku III KUHPdt yang mencakup pada hal-hal 

yang ditimbulkan dari perikatan tersebut, yaitu persetujuan 

atau perjanjian, perbuatan yang melanggar hukum dan 

pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan 

persetujuan. Selain itu, “landasan utama dari timbulkan 

                                                 
25 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 2. 
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perikatan adalah berdasarkan persetujuan, undang-undang dan 

sebab melanggar hukum”.
26

 

Keterkaitan hukum perikatan dengan ketentuan hukum 

dan undang-undang serta memiliki cakupan yang sangat luas 

dalam permasalahaan perdata dinyatakan oleh Abdul Kadir 

Muhammad mengenai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum 

yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain 

karena perbuatan peristiwa atau keadaan, “yang mana perikatan 

terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang 

hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang 

meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam 

arti luas”.
27

 

Pemaknaan dan implementasi hukum perikatan lebih luas 

dibandingkan perjanjian dan lainnya disebabkan terdapat 

unsur-unsur utama yang melandasinya, yaitu: 

a. Hubungan hukum, yaitu hubungan yang melekatkan hukum 

pada hak salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya melekat 

kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga keduanya dapat 

memiliki kekuatan hukum dan hak masing-masing. 

b. Kekayaan, kriteria perikatan, merupakan ukuran-ukurang 

yang digunakan dalam hubungan hukum yang dilakukan 

sehingga dapat disebut sebagai perikatan, meskipun 

hubungan yang dimaksud tidak dapat dinilai dengan uang, 

namun melalui ukuran dan hubungan tersebut dapat 

menyebabkan perikatan dan akibat hukum. 

c. Pihak-pihak dalam perikatan atau disebut juga subyek atau 

pelaku perikatan. Kedua belah pihak ini memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan 

yang mampu mengikat keduanya untuk menerapkan 

transaksi atau kegiatan hukum sesuai yang disepakati dan 

berlandaskan hukum perikatan dalam KUHPdt. 

                                                 
26 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, 

Grasindo, Jakarta, 2008, h. 29-30. 
27 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, PT. LKiS Pelangi Aksara, 

Yogyakarta, 2016, h. 88 
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d. Prestasi atau kontra prestasi. Hal ini dapat dilihat melalui 

sudut pandang dalam pelaksanaan prestasi tersebut selama 

perikatan berproses. Pelaksanaan ini dapat dibedakan 

menjadi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 

berbuat sesuatu. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 

1234 KUHPdt. 

Unsur-unsur di atas menunjukkan adanya beberapa aspek 

yang diterapkan dalam hukum perikatan yang menyangkut 

kedua belah pihak yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan 

pemahaman perikatan yang dinyatakan oleh Hoffman sebagai 

“suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek 

hukum, sehubungan dengan itu seorang, atau beberapa orang 

daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya 

untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, 

yang berhak atas sikap yang demikian”.
28

 

Pemahaman ini mengindikasikan adanya tingkat 

fleksibilitas yang didukung oleh beberapa keadaan yang telah 

dibuat bersama untuk meningkatkan sikap saling percaya 

namun berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tercipta 

antara kedua belah pihak.Oleh sebab itu, eksistensi regelend 

recht dalam hukum perikatan yang terlihat mendominasi dapat 

dilihat melalui hakikat perikatan yang memiliki pengertian dan 

ruang lingkup secara luas, yaitu “lapangan hukum harta 

kekayaan, lapangan-lapangan hukum keluarga, lapangan 

hukum waris, dan lapangan hukum pribadi”.
29

“Hakikat ini 

secara jelas memberikan gambaran secara umum bahwa 

perikatan yang berlandaskan pada undang-undang dan 

perjanjian tidak memiliki perbedaan”.
30

 Artinya seluruhnya 

memiliki kekuatan hukum dan dapat berakibat hukum bagi para 

pelanggarnya. 

                                                 
28 R. Setiawa, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994,    

h. 2.  
29 Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 

Indonesia Prime, Makassar, 2017, h. 57.  
30 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, h. 91. 
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Kekuatan hukum dalam penerapan regelend recht dalam 

hukum perikatan ditunjukkan melakukan kepastian hukum 

yang diterapkan dalam setiap aspek-aspek kehidupan yang 

mengandung unsur-unsur hukum yang harus diterapkan. 

Dengan kata lain, penerapan regelend recht dapat menjadi 

sebuah realita yang bisa diamati dan penegakannya mendapat 

pengawalan dari negara memiliki pilar-pilar tertentu dalam 

hukum, termasuk regelend rechtdalam hukum perikatan. 

Pilar-pilar yang dimaksud tidak dapat dilepaskan dalam 

penegakan hukum sehingga hukum bersifat mengatur (regelend 

recht) sebagaiaman disebutkan oleh M. Schelmena dalam 

Marwan E, yaitu: 

1) Het Rechtszekerheodsbeginsel (Kepastian Hukum 

bagi Pemerintah dan Aparat penegak hukum dengan 

memberikan kemerdekaan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara independen) 

2) Hetgelijkheidsbeginsel (Persamaan di hadapan 

Hukum) 

3) Het Democratischebeginsel (Demokrasi) 

4) Hetbeginsel Van de Dienende Overheid, 

Government for The People (Pemerintahan yang 

Baik yang Melayani Masyarakat)
31

.  

 

Berdasarkan pilar-pilar tersebut, regelend recht dalam 

hukum perikatan bukan berarti diterapkan secara terhadap satu 

bagian dalam hukum perikatan saja, melainkan seluruh hukum 

perikatan sebagai hukum yang bersifat mengatur (regelend 

recht) dan memberikan kepastian hukum serta independensi 

bagi elemen hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam 

melaksanakan hukum perikatan. 

Bagaimanapun juga, pemerintah dan aparat penegak 

hukum menjadi salah satu elemen yang mampu mengawal 

dalam pengaturan hukum perikatan sebagai regelend recht. Hal 

ini disebabkan, negara hukum harus mengaplikasikan seluruh 

                                                 
31 Marwan E., Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 25. 
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hukumnya, termasuk mengenai hukum perikatan menjadi 

supremasi hukum yang memiliki kekuatan dalam pengaturan 

dan penegakannya secara mandiri. 

Selain itu, penerapan regelend recht dalam hukum 

perikatan tidak berarti diatur oleh pihak tertentu sesuai dengan 

keingingannya. Melainkan pengaturan hukum perikatan 

didasarkan pada kepastian hukum yang dalam implementasinya 

memiliki persamaan dalam implementasi hukum perikatan di 

hadapan hukum yang telah berlaku.Hal ini menunjukkan bahwa 

apa yang disampaikan oleh M. Schelmena menunjukkan bahwa 

ketentuan atau hal-hal yang diatur dalam hukum perikatan, 

menjadi ketetapan hukum yang memuat konsekuensi hukum 

dan harus ditegakan serta diberlakukan sama kedua belah pihak 

yang melakukan perikatan di hadapan hukum, tanpa 

membedakan status dan wewenangnya. 

Artinya, regelend recht dalam hukum perikatan, tidak 

hanya menunjukkan implementasi pengaturannya sebuah 

hukum maupun muatan untuk mengatur hukum perikatan, 

melainkan menciptakan ketetapan dan penegakan hukum bagi 

siapapun yang masuk dalam ruang lingkup hukum perikatan. 

Sehingga regelend recht dalam hukum perikatan memiliki 

kekuatan dan akibat hukum untuk mempertegas atau 

memperkuat eksistensinya di negara hukum ini. 

Kekuatan dan akibat hukum yang bersifat mengatur 

dalam hukum perikatan ini diperkuat berdasarkan pasal 1320 

KUHPdt yang menyebutkan unsur utamanya adalah 

kesepakatan antar pihak, meskipun kesepakatan tersebut tidak 

terbatasi dalam bentuk tulisan saja, sehingga perikatan yang 

dibentuk tersebut berlaku seperti undang-undang sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPdt, yaitu asas 

Pacta Sunt Servanda. Asas ini sebagai asas kepastian hukum 

sebagai akibat dari terjadinya perikatan antar pihak sehingga 

undang-undang atau ketentuan yang telah dibuat harus ditaati. 

Dampak diberlakukannya sebuah hukum yang bersifat 

mengatur dalam hukum perikatan ini dapat dipahami melalui 

pasal 1339 KUHPdt, “semua perjanjian yang dibuat secara sah 
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berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Makna yang terkandung dalam pasal ini 

menunjukkan eksistensi regelend recht bahwa aturan atau tata 

cara dan persyaratan yang dibuat dalam sebuah perjanjian, 

maupun perikatan secara umumnya dapat menjadi sebuah 

undang-undang yang tidak boleh dilanggar, meskipun di sisi 

lain hal tersebut memberikan kebebasan bagi para pelaku 

hukum perikatan ini untuk menentukan segala hal yang 

diinginkan sesuai kesepakatan bersama. 

Kesepakatan bersama dalam hukum perikatan ini menjadi 

sebuah tata aturan perundang-undangan baginya, sehingga 

segala hal yang telah diatur beserta konsekuensi hukumnya 

menjadi sebuah hal yang mampu melindungi pihak-pihak yang 

berperikatan dan menciptakan kepastian hukum bagi para 

pihak. Oleh sebab itu, ketentuan ini sesuai dengan salah satu 

asas kepastian hukum yang diungkapkan oleh M. Schelmena 

berupa asal legalitas yang diartikan sebagai asas yang 

menyatakan bahwa orang tidak bisa dihukum kecuali sudah 

terdapat hukum mengenai larangannya. 

Artinya, hal-hal yang diatur dalam hukum perikatan atau 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh para pihak yang 

berperikatan menjadi sebuah hukum bagi mereka sekaligus 

mengatur beberapa larangan yang ada di dalamnya, sehingga 

berlakulah segala konsukuensi dari perikatan tersebut. Hal ini 

tercermin dalam ungkapan bahasa latin, yaitu “nullum deliktum 

poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik tidak ada 

hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu)”
32

. 

Hal ini menunjukkan bahwa batasan tingkah laku 

seseorang dalam berperikatan diatur oleh undang-undang, baik 

yang telah berlaku maupun berlaku sebab adanya kesepakatan 

para pihak yang berperikatan, harus jelas dan tepat. Hal ini 

disebabkan adanya hukum perikatan di dalamnya mengatur 

kekuasaan tertentu yang diberikan dan bagaimana tindak 

kesewenang-wenangan dapat tercegah melalui penegakan 

                                                 
32 Topo Santoso, Membuikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat 

Dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, h. 11. 
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hukum. Di sinilah regelend recht dalam hukum perikatan dapat 

terlihat antara wewenang, tugas dan kuasa yang telah 

ditetapkan antar pihak sesuai hukum perikatan. 

Ketentuan tersebut dapat diintisarikan melalui pasal 1339 

KUHPdt terkait dengan regelend recht dalam sebuah hukum 

perikatan adalah: 

a. Fleksibilitas antara pihak untuk menciptakan atau tidak 

menciptakan suatu perjanjian. 

b. Terdapat kebebasan untuk menyelenggarakan perjanjian 

dengan siapapun dan kapanpun. 

c. Kebebasan dalam membentukan dan menentukan isi 

perjanjian, teknis pelaksanaan dan persyaratan yang 

diinginkan. 

d. Kebebasan dalam menentukan karakteristik maupun bentuk 

perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun lainnya
33

. 

 

Demikian ini, memberikan gambaran secara nyata bahwa 

regelend recht tidak hanya mendominasi dalam implementasi 

hukum perikatan, melainkan menunjukkan adanya kesesuaian 

penerapan hukum yang bersifat mengatur sehingga sesuai 

dengan perkembangan zaman dan para pelaku hukum 

perikatan, termasuk dalam proses aktifitas ekonomi yang 

melibatkan hukum-hukum perdata. 

Keterlibatan hukum perikatan dengan mencerminkan 

regelend recht lebih memberikan dan membentuk ruang 

lingkup yang jelas dengan bernaung di bawah payung hukum 

perikatan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Adapun cerminan regelend recht dalam perikatan ini 

dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Segala bentuk perikatan atau perjanjian yang telah 

ditetapkan memberikan konsekuensi hukum sah sebagai 

undang-undang yang harus ditaati. 

                                                 
33 YA Erwan, Analisis Kejelasan Hukum Kewajiban Pendaftaran Hak 

Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Legeferenda, 

Legeferenda.info. 2015, h. 2. 
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b. Perikatan atau perjanjian tersebut tidak boleh dianulir atau 

ditarik oleh salah satu pihak saja, kecuali jika terjadi 

kesepakatan untuk menariknya atau memiliki alasan yang 

dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. 

c. Segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilakukan 

harus dilaksanakan dengan landasan itikad baik
34

. 

Ketiga hal tersebut mencerminkan sifat pengaturan 

hukum yang berlaku dalam setiap hukum perikatan yang 

dilakukan oleh para pihak. Adapun diberlakukannya hukum 

perikatan tersebut berfungsi untuk mengatur agar tidak 

terjadinya kerugian yang dialami oleh para pihak yang 

melakukan transaksi maupun aktifitas yang berkekuatan 

hukum. 

Keberadaan hukum perikatan sebagai regelend recht 

merupakan salah satu perwujudan adanya kepastian hukum 

yang menjadi suatu unsur utama dalam negara. Setidaknya 

dapat dipahami bahwa regelend recht dalam perikatan 

menunjukkan kepastian hukumnya yang bersifat mengatur 

setidaknya melalui tiga ketentuan di dalamnya, yaitu asas 

legalitas, “hukum perikatan merupakan undang-undang yang 

mengatur tindakan yang berwenang dan hukum perikatan tidak 

memperbolehkan undang-undang didalamnya berlaku surut”.
35

 

Adanya unsur penegakan hukum dalam asas legalitas 

dalam hukum perikatan sebagai regelend recht  memberikan 

gambaran secara tegas bahwa perikatan yang telah dibuat 

menjadi dasar hukum yang belaku jika terdapat pihak yang 

melanggarnya dan dibatasi oleh hukum tersebut dalam setiap 

tindakan hukum perikatan yang dilakukan. 

Sedangkan ketentuan aturan dan perundang-undangan 

baik secara positif maupun sebab adanya ketentuan dan 

kesepakatan yang diatur mengatur kepada para pihak yang 

                                                 
34

Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016, h. 150. 
35 Mirza A., Relasi Kekuasaan dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan 

Terhadap Keamanan Negara,Jurnal Yudisial Vol-IV/No-02/Agustus/2011, h. 136; 

Azhari, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, h. 50. 
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berperikatan untuk melakukan wewenangnya masing-masing 

sesuai dengan batasan yang telah diatur dan ditetapkan agar 

tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan.Oleh sebab itu, 

pengaturan mengenai kewenangan dari para pemangku 

kepentingan dalam sebuah hukum perikatan harus menciptakan 

kepastian hukum agar terarah dan dapat dilaksanakan dengan 

semestinya. 

Adapun tidak berlaku surut undang-undang dalam hukum 

perikatan sebagai regelend recht berarti bahwa hukum itu 

dilarang berlaku ke belakang, melainkan harus berlaku ke 

depan
36

 Artinya perbuatan apapun dalam hukum perikatan 

yang didominasi oleh regelend recht jika belum dilarang secara 

tekstual dalam peraturan perundang-undangan atau 

kesepakatan dan aturan para pihak yang telah disepakati, maka 

pelaku perbuatan dalam hukum perikatan tidak dapat 

dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini sebagaimana pendapat 

Muhammad Sukri Subki dan Djumadi yang sekaligus menjadi 

penyokong teori pemikiran kepastian hukum M. Schelmena 

bahwa “undang-undang tidak berlaku surut adalah undang-

undang hanya bisa diterapkan terhadap peristiwa yang diatur 

dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah ketentuan 

dalam undang-undang tersebut sudah dinyatakan berlaku
37

” 

Hal ini dapat dilihat bahwa pemaknaan undang-undang 

tidak harus ditendesikan kepada KUHPdt yang telah mapan 

saja, melainkan turunan-turunan aturan maupun undang-

undang yang diakibatkan dari adanya perikatan atau perjanjian 

tersebut secara implisit menjadi kelanjutan dari pemaknaan 

KUHPdt, sehingga ruang lingkup hukum perikatan lebih luas 

dari sistem pengaturan yang ingin diterapkan bersifat fleksibel. 

Singkatnya unsur regelend recht dalam hukum perikatan ini 

memang mendominasi kuat dalam setiap langkah-langkah para 

pihak maupun pelaku perikatan atau perjanjian. 

                                                 
36 Topo Santoso, Op.cit, h. 12. 
37 Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, Menyelesaikan Sengketa Melalui 

Pengadilan Pajak,Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, h. 39. 
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Adapun langkah-langkah yang ditunjukkan dalam 

implementasi hukum perikatan dengan cerminan regelend 

recht, yaitu bahwa sifat mengatur mendominasi dalam 

implementasi hukum perikatan dapat dilihat melalui asas 

hukum terbuka, kosensualitas dan pelengkap. Meskipun dalam 

Pasal 1338 KUHPdt menjelaskan asas-asas yang terdapat 

dalam hukum perikatan adalah konsensualisme, pacta sunt 

servanda, kebebasan berkontrak dan itikad baik. 

Pertama, asas terbuka. Asas ini mencerminkan sifat 

mengatur hukum perikatan sebagai hal yang harus diterapkan 

untuk kebaikan bersama. Pada asas ini masyarakat diberikan 

kekebasan untuk melakukan perjanjian dan menetapkan isinya, 

bahkan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan perjanjian 

atau perikatan secara umum, namun tidak menggangu 

ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan kata lain, undang-

undang yang telah termaktub di KUHPdt menjadi landasan 

utama atau dikenal secara umum, namun dalam penerapannya 

masih membutuhkan aturan-aturan yang harus termuat dalam 

perikatan atau perjanjian. 

Kedua, asas konsensualitas. Adapun maksud asas ini 

adalah segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan memiliki 

sifat mengatur dan mengikat antar pihak-pihak yang terkait 

dengan perikatan tersebut. Selanjutnya, memiliki konsekuensi 

antara pihak tersebut dari segi hak dan kewajiban yang sudah 

disepakati. 

Ketiga, asas hukum pelengkap. Asas ini menunjukkan 

bahwa beberapa pasal yang termaktub terkait dnegan hukum 

perikatan menjadi pelengkap seba dapat melengkapi dan 

mengatur permasalahan yang terjadi dalam hukum perikatan. 

Kemudian, aturan-aturan yang disepakati bersama sekaligus 

melengkapi keberadaan Undang-Undang yang telah tertulis. 

Keberadaan undang-undang yang terbentuk dalam pasal-

pasal berdasarkan asas ini dapat dikesampingkan jika terjadi 

hal-hal yang tidak kehendaki oleh para pihak yang melakukan 

perikatan. Sehingga “kekuatan mengatur dan membentuk 
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peraturan perikatan atau perjanjian menjadi rujukan aturan 

yang berlaku jika telah mencapai kesepakatan bersama”.
38

 

Namun jika, kedua belah pihak membentuk peraturan sendiri 

namun tidak diatur secara lengkap atau memiliki beberapa 

kekurangan yang mampu menjadi celah dalam menjalankan 

perikatan atau perjanjian, maka hukum mengatur yang 

dimaksudkan disebut dengan hukum menambah. Keadaan 

seperti inilah menjadikan hukum mengatur sangat dominan 

dalam beberapa transaksi maupun aktifitas-aktifitas perikatan 

atau perjanjian.  

Sehingga selain pasal-pasal dalam KUHPdt menjadi 

landasan hukum mengatur yang  kuat, juga terdapat undang-

undang yang tercipta dari kedua belah pihak, baik yang diatur 

secara sempurna, maupun masih membutuhkan kelengkapan 

untuk mengimplementasikannya.  

Selain beberapa asas diatas, terdapat beberapa asas yang 

telah dihasilkan dari lokakarya hukum perikatan yang telah 

diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional pada 17-19 

Desember 1985 berhasil merumuskan beberapa asas yang di 

antaranya mencakup pada dominasi sifat hukum yang mengatur 

dalam perikatan. “Adapun asas-asas tersebut adalah persamaan 

hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatuhan, 

kebiasaan dan perlindungan”.
39

 

Asas persamaan dalam hukum perikatan sebagai regelend 

recht menunjukkan bahwa tindakan yang berwenang diatur 

dalam undang-undang dalam arti materiil dan adanya 

pemisahan kekuasaaan. Sedangkan asas keseimbangan tersebut 

menunjukkan adanya ketentuan-ketentuan yang secara 

seimbang mengatur hal-hal yang telah menjadi kewajiban, 

tugas dan wewenang seseorang dalam melakukan hukum 

perikatan. Oleh sebab itu, regelend recht menjunjung tinggi 

kepada adanya moral dan kepatuhan yang harus 

diimplementasikan kepada seluruh masyarakat dalam 

                                                 
38 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 13. 
39 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),Sinar Grafika, Jakarta, 

2005,  h. 158. 
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melakukan hukum perikatan. Sehingga “keberadaan hukum 

perikatan yang didominasi oleh regelend recht dapat menjadi 

perlindungan bagi masyarakat yang berperikatan”.
40

 

Adanya hukum mengatur dalam hukum perikatan tersebut 

di luar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPdt menciptakan 

adanya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang 

berperikatan. Hak dan kewajiban inilah yang harus dipenuhi 

satu sama lain berdasarkan persetujuan yang telah disepakati. 

Namun penentuan hak dan kewajiban tersebut harus memenuhi 

syarat sahnya suatu perikatan agar hukum mengatur di 

dalamnya dapat terimplementasikan dengan baik. 

Adapun syarat sah yang dimaksud dalam perikatan yang 

menjadi hukum mengatur dan mendominasi dalam perikatan 

yang dilakukan oleh para pihak, sebagai berikut: 

a. Objeknya harus tertentu. 

Setiap perikatan yang tercipta dari sebuah perjanjian harus 

memiliki objek dan prestasi yang tertentu. Hal ini 

disebabkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang 

sesuai dengan para pihak yang melakukan perikatan atau 

perjanjian. Oleh sebab itu, ketentuan objek harus tertentu 

menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan sama 

sekali. Sebaliknya, suatu objek yang tak tertentu 

menciptakan ambivalensi kepada kedua belah pihak 

sehingga sulit untuk diketahui secara pasti ketentuan-

ketentuan objek yang dihadapi. 

Hal ini digunakan sebagai bentuk kepastian terhadap objek 

hukum yang telah ditentukan agar terhindar dari 

penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum perikatan terhadap 

objek tertentu. Oleh sebab itu, pemegang kekuasaan dalam 

hukum perikatan tidak boleh menggunakannya untuk 

pelanggaran hukum dan harus berdasarkan hukum serta 

aturan yang telah ditetapkan dalam hukum periaktan. 

b. Objeknya harus diperbolehkan 

Syarat ini menuntukkan bahwa objek yang diterapkan dalam 

perikatan diatur agar tidak menciptakan pertentangan 

                                                 
40 Azhari, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, h. 50. 
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dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. 

Ketentuan objek yang diperbolehkan juga menentukan objek 

yang tidak diperbolehkan dalam perikatan sebab dapat 

merugikan orang lain.  

Oleh karena itu, untuk menentukan tersebut perlu adanya 

penegakan hukum untuk menciptakan keadilan melalui 

pemahaman dua hal, yaitu; pertama, perbuatan itu berawal 

dari suatu perjanjian/ perikatan. Artinya hukum perikatan 

tidak hanya menyangkut orang-orang yang berperikatan 

namun objek yang digunakan didalamnya merupakan hal 

yang diperbolehkan dalam perikatan. 

Kedua, sikap batin yang mengikuti perbuatan pelaku bukan 

berindikasi elemen-element yang bernuansia seperti 

kecurangan, manupulasi penyesatan dan lainnya. Artinya, 

objek yang digunakan dalam perikatan tidak dimaksudkan 

pada hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kesepakatan perikatan yang dibuat. 

Meskipun objek tersebut asalnya merupakan hal yang 

diperbolehkan, namun penggunaannya dapat menjadi hal 

yang dilarang jika tidak sesuai aturan hukum perikatan.
41

 

c. Objeknya dapat dinilai dengan uang 

Pemahaman syarat ini tidak lepas dari pengertian perikatan 

sebagai suatu hubungan hukum yang letaknya dalam 

lapangan harta kekayaan. 

d. Objeknya harus mungkin 

Objek yang dijadikan dalam sebuah perikatan atau 

perjanjian merupakan hal yang mungkin, dalam artian setiap 

pihak memungkinkan untuk mencapai dan melaksanakan 

hal-hal yang menyangkut objek tersebut. Sehingga para 

pihak tidak merasa kesulitan, maupun tidak merasa 

diperlakukan tidak adil selama berproses dalam perikatan 

atau perjanjian
42

. 

                                                 
41 Binsar M. Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan 

Hukum Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 137. 
42 Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum 

Perjanjian, Grasindo, Jakarta, 2010, h. 26-27. 
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Hukum yang mengatur dalam permasalahan hukum 

perikatan ini setidaknya dapat menjamin kelangsungan 

kebebasan dalam bertransaksi namun masih dalam koridor 

undang-undang yang dibuat sendiri oleh para pihak yang 

menciptakan kesepakatan. “Demikian ini memberikan 

pengaruh kuat bagi siapapun yang mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari”.
43

 Artinya ketentuan hukum mengatur 

benar-benar terjadi dan dapat mengatur secara komprehensif 

sesuai kesepakatan dan disempurnakan dengan KUHPdt jika 

terjadi hal kurang. 

Demikian ini, unsur regelend recht dalam hukum 

perikatan sehingga menjadi sebuah undang-undang maupun 

konsekuensi hukum yang harus dipatuhi sesuai dengan 

pengertian perjanjian dalam arti sempit, yaitu suatu peristiwa 

di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.
44

“Singkatnya, terciptanya hukum perikatan tersebut dalam 

sebuah perjanjian menjadikan kedua belah pihak memiliki 

persamaan di hadapan hukum dan mendapatkan kepastian 

hukum dalam seluruh hal perikatan‟.
45

 

Pelaksanaan perjanjian yang memiliki beberapa istilah 

lainnya, seperti persetujuan (agreement) dan kontrak (contract) 

namun secara implementasi menunjukkan bahwa hukum 

bersifat mengatur (regelend recht), meskipun aturan tersebut 

dapat disepakati bersama. Hal ini sebagaiman pengertian 

persetujuan dalam pasal 1313 KUHPdt dalam arti luas sebagai 

kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum dan 

kesepakatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. 

Pengertian tersebut mencitrakan pengaturan hukum harus 

didasari pada kualitas kesepakatan dan konsekuensi yang 

                                                 
43 Sukarmi, Cyber Law: Kontrak elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku 

Usaha (Cyberlaw), Pustaka Sutra, Bandung, 2008, h. 36. 
44 Hartana, Hukum Prjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Bautbara), Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 156. 
45 Marwan E., Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 25. 
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ditimbulkan dari kualitas kesepakatan tersebut. Semakin 

kualitas perikatan atau perjanjian yang diterapkan maka 

kekuatan hukum yang ditimbulkan semakin baik. 

Bagaimanapun juga hukum perikatan tercipta dari persetujuan 

dan ditentukan oleh undang-undang serta kehendak para 

pembuat kesepakatan.  

“Timbulnya regelend recht dalam hukum perikatan yang 

merupakan bagian dari hukum perdata berdasarkan pada 

peruntukannya yaitu bagi masyarakat modern yang telah 

memiliki differensiasi terhadap permasalahan yang dihadapi, 

sikap individual kapitalis setiap masyarakat yang menunjukkan 

bahwa setiap individu memiliki hak-haknya masing-

masing”.
46

“Adapun hak-hak individu terkait dengan regelend 

recht adalah hak untuk memperoleh persamaan di hadapan 

hukum, hak berdemokrasi, hak mendapatkan kepastian hukum 

dan mendapatkan perlindungan Hak Asasi manusia”.
47

 Hal ini 

juga berlaku dalam hukum perikatan yang bersifat mengatur 

kehidupan manusia. 

Dengan kata lain, sifat hukum dalam permasalahan 

perdata mengatur, yaitu mengatur permasalahan yang terjadi 

yang dihadapi oleh masyarakat maupun mengatur manusia 

untuk melakukan segala sesuatu yang telah diundangkan 

maupun telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian, 

perikatan maupun kontrak.Setidaknya perlunya hukum yang 

bersifat mengatur atau tidak memaksa ini secara umum dalam 

setiap kegiatan manusia, terutama mengenai hukum perdata 

berupa perikatan, dapat dilihat dari habisnya zaman 

individualism menuju zaman baru sebagaimana diungkapkan 

oleh Pompe, yaitu: 

a. kepentingan umum ditempatkan lebih tinggi dari pada 

ketentuan yang terdapat dalam kepentingan individual. 

                                                 
46 Saptono, Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham 

Individualisme, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646,  Edisi 1 Januari- JUni 2014, 

hal. 69. 
47 Marwan E., Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 25. 
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b. Hukum ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada 

undang-undang. 

c. Posisi dan penegakan asas-asas hukum dilandaskan pada 

kesusilaan.
48

 

Pernyataan di atas memberikan gambaran secara holistik 

bahwa hubungan masyarakat satu dengan yang lainnnya 

dilandasi pada kepentingan umum yang tidak boleh diabaikan. 

Kemudian hukum sebagai hal yang bersifat mengatur lebih 

mendominasi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari 

masyarakat, terutama hukum perdata yang bersifat perikatan 

seperti perjanjian, kontrak dan lainnya. 

Selain itu, asas-asas hukum baik yang dibuat antara 

pihak-pihak terkait sebagaimana yang terjadi dalam hukum 

perikatan, perjanjian, kontrak dan lainnya, maupun secara 

hukum menerapkan landasan kesusilaan untuk menciptakan 

penegakan hukum sebagaik mungkin, sehingga hukum yang 

diterapkan mampu mengatur, tidak hanya bersifat memaksa 

saja. 

Sifat hukum yang mengatur tersebut timbul dari adanya 

perbuatan hukum yang disandarkan pada koridor “saling 

mengikat diri” dalam hukum perikatan  sehingga memiliki 

keluasan pemahaman serta penerapan hal-hal lain yang tidak 

termaktub dalam hukum perdata. Artinya, kebebasan diri 

seseorang dalam keterlibatannya sebagai bagian dari pihak 

yang berperikatan mampu menciptakan atmosfer aturan-aturan 

atau ketentuan yang telah disepakati dan berkekuatan hukum, 

sehingga pengaturan tersebut bersifat pada penyesuaian untuk 

kebaikan seluruh pihak dan penegakan aturan atau ketentuan 

yang telah disepakati. 

Aturan dan ketentuan yang menunjukkan dominasi 

regelend recht dalam setiap hukum perikatan yang dilakukan 

setidaknya terlihat dalam unsur-unsur yang diterapkan. Unsur-

unsur dalam hukum perikatan ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

                                                 
48 Mahadi, Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan masyarakata, USU 

Press, Medan, 1985, hal. 2-3. 
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a. Unsur essensialia 

Unsur essensialia dalam sebuah perikatan, seperti perjanjian 

harus mutlak eksistensinya, dimana tidak adanya unsur ini 

maka tidak mungkin terjadi perikatan antara kedua belah 

pihak. Pada hal ini dicontohnya sebagai unsur esensial 

adalah keberadaan pihak yang berkaitan, syarat ketentuan 

objek perikatan dan ketentuan atau model tertentu dalam 

sebuah perikatan yang dibentuk sesuai kesepakatan. 

Unsur ini menunjukkan terbentuknya hak dan kewajiban 

bagi tiap pihak untuk mengatur diri mereka. Begitu juga 

setiap perikatan dan perjanjian harus memiliki objek yang 

jelas, syarat dan ketentuan yang jelas sehingga esensi dalam 

perikatan atau perjanjian benar-benar bersifat mengatur. 

Kemudian pada unsur objek perikatan selain jelas, harus 

suatu yang halal atau legal. Begitupula dalam syarat yang 

ditetapkan harus tidak mencerminkan syarat sauatu sebab 

yang tidak halal. Artinya setiap ketentuan sebelum 

ditetapkan dan disepakati harus berlandaskan pada 

ketentuan yang telah di atur sebelumnya dalam peraturan 

atau perundang-undangan yang telah mapan, dalam hal ini 

dalam KUHPdt. 

b. Unsur naturalia 

Maksud unsur ini menetapkan bahwa perikatan dan 

perjanjian merupakan unsur yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang, namun eksistensinya dapat diganti dengan 

unsur atau syarat lain oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Dengan kata lain, unsur-unsur yang diganti dalam perikatan 

atau perjanjian digantikan dengan unsur lainnya berdasarkan 

kesesuaian dan kesepakatan yang diinginkan selama 

diperlukan. Unsur ini secara jelas menetapkan adanya 

hukum bersifat mengatur (regelend recht) dan bukan 

bersifat memaksa. 

c. Unsur accidentalia 

Unsur ini merupakan unsur yang dapat ditambahkan oleh 

para pihak yang berperikatan atau yang melakukan 
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perjanjian. Sebab keberadaan unsur ini sebenarnya tidak 

diatur dan ditetapkan dalam undang-undang tertentu, 

melainkan semata-mata terbentuk sebab adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak dalam sebuah perikatan atau 

perjanjian
49

. 

“Ketiga unsur tersebut sesuai dengan aturan perikatan 

yang menunjukkan adanya dominasi hukum bersifat mengatu 

di dalamnya sebagai mana diterangkan dalam pasal 1233 

KUHPdt yang menyatakan bahwa perikatan lahir dari 

perjanjian dan undang-undang”.
50

 Pasal ini membuktikan 

bahwa hampir setiap perbuatan hukum dalam hukum perikatan 

menggunakan penerapan regelend recht. 

Berbagai macam perbuatan hukum memang pada 

landasannya didasarkan pada KUHPdt dalam hal hukum 

perikatan ini. Namun dalam jenis perikatan maupun kontrak 

terdapat beberapa macam, seperti perjanjian, jual beli, tukar 

menukar, sewa menyewa, pemberian kuasa, penanggungan 

hutang, persekutuan perdata dan lainnya. “Semua itu tidak lain 

diatur dalam KUHPdt, terutama pada Bab III terkait 

perikatan”.
51

 Hal ini sebagaimana pemaknaan asas kepastian 

hukum M. Schelmena yang menyatakan bahwa ketentuan 

pelanggaran hingga dihukum dapat diproses jika terhadap 

aturan yang menjelaskan tentang larangannya, sehingga jika 

terjadi kekosongan hukum dalam suatu permasalahan yagn 

tidak ada landasan peraturan perundang-undangannya, maka 

seseorang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman. 

“Artinya pemberlakuan asas legalitas dalam hukum perikatan 

ini bersifat mengatur”.
52

 

                                                 
49 Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 

Indonesia Prime, Makassar, 2017, hal. 170-173. 
50 Moch. Isnaeni, Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis ke 

Dalam Akta Notariil, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017. 
51 Kartika Dengah, Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada 

Hukum Periaktan, Lex Privatium, Vol. III, no. 4, Oktober 2015, h. 146. 
52 Tim Visi Adiwijaya dalam buku Buku Babon Tes TNI-POLRI 2015 

SISTEM CAT  (Visi Media, Jakarta, 2014, h.l 328-329. 
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“Hukum yang bersifat pengaturan dalam perjanjian 

mencakup pada perjanjian yang telah diatur dalam KUHPdt 

atau dikenal dengan nominaat, sedangkan perjanjian yang tidak 

diatur dalam KUHPdt maka disebut dengan innominaat”.
53

 

Hukum perikatan bersamaan dengan macam-macamnya yang 

terkandung di dalam hukum perdata ini setidaknya terlihat dari 

segi sistemnya yang menunjukkan adanya hukum bersifat 

mengatur, bahkan pengaturan tersebut dapat dilakukan oleh 

para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian.  

Adapun sistem hukum perikatan tersebut berupa: 

a. Berupa pengaturan seseorang atau satu pihak dengan orang 

lain atau pihak lainnya yang berperikatan. 

b. Persoonlijk recht. 

c. Memiliki sifat yang nisbi 

d. Menerapkan sistem terbuka
54

 

Sebagaimana mestinya, pengaturan seseorang maupun 

pihak terkait yang berhubungan dengan hukum perdata 

biasanya dapat diatur sedemikian rupa. Oleh sebab itu, aturan 

yang diinginkan dikembalikan kepada hukum yang dilandaskan 

pada pemahaman individu terhadap hukum pokok dalam 

hukum perdata. Sehingga apa yang diatur dan disepakati tetap 

berdampak kepada personal masing-masing secara hukum. 

Meskipun di sisi lain, penerapan sistem dalam hukum perikatan 

bersifat nisbi, yaitu tidak hanya berpedoman kepada KUHPdt 

semata, terutama Buku III, namun dapat diubah, diganti sesuai 

kepentingan pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau 

perikatan. Sehingga ketentuan tersebut menjadikan hukum 

perikatan maupun perjanjian yang dilakukan hampir selalu 

menerapkan sistem terbuka. 

Pendapat dominasi regelend recht dalam hukum perikatan 

selain dari segi penerapan sistem yang biasanya dilakukan, 

adalah pemahaman terhadap sifat dan posisi Buku III KUHPdt 

                                                 
53 Soekanto Sardjono, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar 

Grafikan, Jakarta, 2003, h. 27. 
54 Natadimaja Harumiati, Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 50. 
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yang menjadi salah satu landasan hukum perikatan. Pendapat 

ini dinyatakan oleh Robensjah Sjahran bahwa “hukum 

perikatan dan perjanjian yang diatur di dalam Buku III 

KUHPdt memiliki sifat terbuka dan posisi mengatur dan 

melengkapi (relegend recht dan aanvullend recht)”.
55

 

Demikian ini berarti bahwa ketentuan atau aturan-aturan yang 

terdapat dalam Buku III KUHPdt tersebut hanya mengatur dari 

segi hal-hal yang bersifat prinsipil saja. Adapun lainny, amaka 

dapat diterapkan oleh para pihak yang melakukan praktik 

perikatan dengan landasan sepakat, baik sepakat untuk 

menggunakan aturan maupun tidak menggunakan aturan 

tersebut. 

Meskipun Buku III KUHPdt memiliki ketentuan 

sebagaimana disebutkan Robensjah Sjahran, namun dalam 

tataran pelaksanaannya berdasarkan pada pemahaman dan 

kemauan para pihak untuk menerapkan sebuah aturan-aturan 

maupun kesepakatan-kesepakatan di luar pokok-pokok aturan 

hukum yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan sebuah 

perikatan maupun perjanjian di dalamnya mengandung sebuah 

pertemuan yang mempertemukan anta kedua belah pihak yang 

memiliki kehendak dan kepentingan masing-masing, baik 

berupa ucapan, tingkah laku maupun secara tertulis, yang 

selanjutnya akan direspon hingga mencapi kesepakatan 

bersama. 

Hasil dari respon berupa kesepkatan tersebut selanjutnya 

menciptakan hak, kewajiban dan tanggungjawab yang harus 

dipikul masing-masing pihak. Pemberlakukan hal tersebut 

biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal 

dengan perjanjian obligatoir. 

Menurut Miru Ahmadi “obligator merupakan salah satu 

sifat hukum perikatan”.
56

Ia berpendapat mengenai sifatnya 

yang termasuk menjadi petunjuk secara umum bahwa hukum 

                                                 
55 Robensjah Sjahran, Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Tugas-

Tugas Kenotariatan, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 1, Issue 1, March 2016. 
56 Miru Ahmadi, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 

2012, hal. 36. 
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perikatan bersifat mengatur sebab adanya intervensi dari para 

pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian. Adapun sifat -

sifat yang dimaksud adalah: 

a. Hukum perikatan dapat juga dikatakan sebagai hukum 

pelengkap atau bahkan bersifat terbuka. Artinya 

keberadaannya diimplementasikan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang terkait, 

meskipun harus mengesampingkan ketentuan yang terdapat 

dalam undang-undang. 

Hal ini dilakukan agar penerapan hukum perikatan ini 

dapat berjalan lancar dan tidak bersifat memaksa atau 

mengekang para pihak dalam menerapkan udang-undang 

yang telah ditetapkan. Melainkan keberpihakan terhadap 

para pihak lebih diutamakan untuk menciptakan atmosfer 

terbaik selama proses hukum perikatan dilakukan. 

b. Konsensuil. Artinya setiap apa yang dirancang dan 

ditentukan dalam hukum perikatan maka berakibat hukum 

bagi para pihak yang terikat. Artinya para pihak harus 

mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan bersama secara 

mengikat. Sedangkan jika terjadi pelanggaran maka 

ketentuan tersebut dapat dikembalikan para pihak terkait 

untuk menentukan langkah konkret dan solutif. 

Sifat konsensuil ini secara jelas menetapkan hukum 

mengatur dalam setiap hukum perikatan yang dilakukan. 

Dengan kata lain suatu perikatan yang tercipta dari suatu 

perjanjian, kondisi tertentu yang menjadikan para pihak 

terikat dalam suatu hukum perikatan dan harus dipenuhi 

antara kewajiban dan haknya, memberikan gambaran tidak 

mungkin aturan maupun undang-undang yang dibuat dari 

kedua belah pihak hanya menguntungkan salah satu pihak 

saja, sebab tujuannya tak lain adalah pemenuhkan 

kewajiban pihak masing-masing.
57

 

c. Obligator. Sifat ini menetapkan adanya kewajiban yang 

disebabkan dari perikatan atau perjanjian para pihak. 

                                                 
57 Samuel, M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum 

Perjanjian, Grasindo, Op. Cit., h. 26. 
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Namun hak milik baru dapat terealisasi jika telah terjadi 

levering. 

Oleh sebab itu, berdasarkan sifat-sifat tersebut maka 

ketentuan hukum mengatur dalam setiap perjanjian atau 

perikatan memberikan peluang sebesar mungkin untuk 

menentukan arah kebijakan dan ketetapan hukum masing-

masing, tanpa harus terkekang dengan undang-undang KUHPdt 

dalam hukum perikatan.Namun hukum perikatan dan perjanjian 

dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika terjadi 

pelanggaran berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt. Jika 

kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi atau dilanggar 

dalam perjanjian sehingga salah satu pihak merasa dirugikan, 

maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan 

permohonan pembatan, dan selanjutnya perjanjian atau 

perikatan tersebut tidak sah atau batal. 

Kemudian, jika syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal dilanggar, maka secara otomatis perikatan atau 

perjanjian tersebut batal, meskipun tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. “Kesimpulannya dua syarat awal dalam 

Pasal 1320 KUHPdt dapat batal sebab permintaan pihak yang 

merasa dirugikan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat batal 

demi hukum jika dilanggar”.
58

Sebenarnya, ketentuan 

pemberlakuan hukum bersifat mengatur dalam hukum 

perikatan ini, selain pada definisinya seperti dalam Pasal 1313 

KUHPdt mengenai perjanjian sebagai perbuatan yang mengikat 

antara satu orang dengan lainnya, juga menunjukkan adanya 

ruang lingkup yang kompleks. Artinya, kompleksitas yang 

terkandung dalam hukum perikatan meskipun mampu diatur 

dalam KUHPdt, namun membutuhkan pengaturan di luar itu 

seperti aturan para pihak yang melakukan perjanjian atau 

perikatan. 

“Perjanjian dan/atau perikatan tersebut tidak lepas dari 

perbuatan para pihak. Perbuatan inilah yang dimaknai sebagai 

perbuatan hukum (action of law), yaitu segala perbuatan yang 

                                                 
58 Kartika Dengah, Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada 

Hukum Periaktan, Lex Privatium, Vol. III, no. 4, Oktober 2015, h. 148. 
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dapat menimbulkan akibat hukum, dan perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang saling mengikat antar pihak”.
59

 

Perbuatan hukum yang menunjukkam bahwa hukum bersifat 

mengatur berdasarkan apa yang dipersetujuan termuat dalam 

pasal 1374 ayat (1) KUHPdt tahun 1838 juncto Pasal 1338 

KUHPdt memberikan gambaran secara jelas bahwa setiap 

manusia bisa dapat melakukan persetujuan dengan pihak lain 

sesuai undang-undang. “Dengan demikian, setiap perikatan 

atau perjanjian terlahir dari persetujuan dan persetujuan 

tersebut menjadi sebuah undang-undang selain undang-undang 

yang telah ditetapkan dalam KUHPdt maupun KUHPdt”.
60

 

Sehingga sebagai penghujungnya undang-undang tersebut 

mengatur proses perjalanan perikatan atau perjanjian untuk 

mencapai tujuan dan kepentingan para pihak. 

Ketentuan tersebut tidak lain merujuk pada sumber 

perikatan yang berdasarkan pada undang-undang, namun 

secara makna menunjukkan adanya relegend recht dan 

aanvullend recht, sebagai berikut: 

a. Pasal 1233 KUHPdt mengenai perikatan lahir sebab 

persetujuan atau undang-undang. Ketentuan ini merujuk 

pada pelaku atau para pihak untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

Berdasarkan hal ini, penerapan hukum yang diatur di 

dalamnya menunjukkan adanya jaminan perlindungan 

kepada setiap pihak yang melakukan ketentuan undang-

undang atau aturan yang telah disepakati dalam sebuah 

perikatan. Selanjutnya, jaminan perlindungan hukum 

tersebut menjadi sebuah ketentuan berlakukanya para pihak 

yang berperikatan secara sama di hadapan hukum (equality 

before the law). 

b. Pasal 1313 KUHPdt mengenai makna persetujuan sebagai 

perbuatan yang mengikatkan diri seorang kepada orang lain. 

Ketentuan ini menunjukkan adanya setting-an dari para 

                                                 
59 Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, 

Deepublish, Yogyakarta, 2016, H. 129. 
60 Ibid.,h. 137. 
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pihak yang melakukan perjanjian, namun hasil dari seting-an 

tersebut bersifat mengatur, bahkan melengkapi kekurangan 

yang ada dalam KUHPdt. Pada pasal inilah unsur relegend 

recht dan aanvullend recht dapat diimplementasikan sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing. 

Dengan demikian, kedua unsur tersebut sekaligus 

menjadikan suatu hukum atau aturan yang ditetapkan 

menjadi ketetapan dan kepastian hukum yang dapat 

disesuaikan dengan dinamika masyarakat agar mudah 

diselerasikan berdasarkan kebutuhan, selama tidak keluar 

dari batas ketentuan undang-undang yang telah berlaku 

sebelum disepakati perikatan tersebut. 

“Hal ini disebabkan dinami masyarakat harus dinaungi oleh 

peraturan perundangan-undangan sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari dalam segala aspek
61

”.“Hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh Suki dan Djumadi yang 

menjelaskan bahwa undang-undang tidak berlakuk surut dan 

dapat diterapkan terhadap peristiwa yang diatur dalam 

undang-undang tersebu dan ketentuannya yang telah 

berlaku”.
62

 

c. Pasal 1352 KUHPdt menunjukkan bahwa perikatan yang 

tercipta sebab undang-udang sebagai akibat dari perbuatan 

orang yang mengandung hukum. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap perbuatan tersebut berujung pada undang-

undang yang harus ditaati. Artinya undang-undang tersebut 

bersifat mengatur dan tidak memaksa, sebab dalam 

perjanjian ini bila terjadi pelanggaran maka perjanjian tidak 

sah atau batal. 

Setidaknya dengan terciptanya perikatan yang menjadikan 

setiap perbuatan terkait dengannya mengandung hukum 

dapat menciptakan landasan kepastian hukum berupa asas 

diskresi. Hal ini disebabkan asa diskresi ini bertumpu pada 

                                                 
61 Eny Nurbaningsih, Rule of Law dan Perkembangannya Dalam Negara 

Hukum Indonesia, diakses dari website worldjusticeproject.org, tanggal 01/03/2018. 
62 Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, Menyelesaikan Sengketa Melalui 

Pengadilan Pajak,Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, h. 39. 
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adanya batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-

undang berlaku dan aturan yang telah disepakati sebagai 

diskresi bebas dan adanya diskresi terkait berupa alternatif 

yang terbaik untuk dijadikan pilihan dalam 

mengimplementasikan undang-undang. 

Adapun ketentuan di atas dapat dilihat melalui beberapa 

bagian dalam Buku III KUHPdt yang menunjukkan adanya 

hukum bersifat mengatur, yaitu terdiri dari 18 bab dan 631 

Pasal. Secara terperinci dimulai dari pasal 1233 hingga 1864 

yang seluruhnya memiliki bab masing-masing dan bagiannya. 

Oleh sebab itu, beberapa hal yang diatur dalam Buku III 

KUHPdt yang menunjukkan adanya intervensi mengenai 

hukum bersifat mengatur  dilihat sebagai berikut: 

a. Perikatan secara umum (yaitu pada pasal 1233-1312 

KUHPdt). Perikatan ini menunjukkan sifat hukum yang 

dominan dalam pengaturan implementasi hukum perikatan 

para pihak yang melakukannya. Hal ini mencakup pada 

sumebr perikatan, prestasi, pergantian, biaya ganti rugi dan 

lainnya. 

b. Perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu pasal 1313-1351 

KUHPdt. Ketentuan di dalamnya juga mencakup pada 

pengaturan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, 

atau tidak hanya bertendensi pada pasal tersebut saja. 

Adapun hal-hal yang diatur di dalamnya berupa ketentuan 

umum, syarat sah perjanjian, akibat perjanjian dan 

penafsiran perjanjian. 

c. Perikatan yang tercipta dari Undang-Undang Pasal 1352-

1380 KUHPdt. 

d. Terhapusnya perikatan, yaitu mencakup pada Pasal 1381-

1456 KUHPdt. 

e. Jual beli, yaitu mencakup pada pasal 1457-1540 KUHPdt. 

Cakupan jual beli ini di antaranya meliputi pada ketentuan 

umum, kewajiban penjual dan pembeli, haknya dan lain 

sebagainya. 

f. Tukar menukar, yaitu tercakup pada pasal 1541-1546 

KUHPdt. 
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g. Sewa menyewa, terdiri dari pasal 1548-1600 KUHPdt. 

h. Persetujuan melakukan pekerjaan, yang dapat dijelaskan 

dalah pasal 1601-1617 KUHPdt. 

i. Persekutuan, yaitu mencakup pada pasal 1618-1652 

KUHPdt. 

j. Perkumpulan, yaitu mencakup pada pasal 1653-1665 

KUHPdt. 

k. Hibah, yaitu mencakup pad apasal 1666-1693 KUHPdt. 

l. Penitipan barang, yaitu mencakup pada pasal 1694-1739 

KUHPdt. 

m. Pinjam pakai, yaitu mencakup pada pasal 1740-1753 

KUHPdt. 

n. Pinjam-meminjam, yaitu mencakup pasal 1754-1769 

KUHPdt. 

o. Bunga tetap atau bunga abadi, yaitu dalam pasal 1770-1773 

KUHPdt. 

p. Perjanjian untung-untungan, yaitu dalam pasal 1774-1791 

KUHPdt. 

q. Pemberian kuasa, yaitu mencakup pada pasal 1792-1819 

KUHPdt. 

r. Penanggungan utang, yaitu mencakup pada pasal 1820-1850 

KUHPdt. 

s. Perdamaian, yaitu mencakup pada pasal 1851-1864 

KUHPdt
63

. 

Beberapa pasal di atas selain menjadi landasan dalam 

melakukannya, yaitu ketentuan hukum yang mengatur seluruh 

perbuatan hukum manusia dengan berbagai macam 

konsekuensi yang didapatkan. Namun ketentuan tersebut di sisi 

lain juga dapat diberlakukan dengan melalui perikatan atau 

perjanjian secara umum yang dapat menerapkan hal-hal selain 

yang telah diatur dalam pasal-pasal tersebut untuk dijadikan 

pedoman aturan selama melakukan perbuatan hukum. 
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 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 

Jakarta, 2005, hal. 151-152; Muhammad Rosyid Ridho dan Anasa Muhtadi Basyar, 

Hukum Perikatan dan Perjanjian, Makalah Hukum Perdata, IAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2017, hal. 5-6. 
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Sebaliknya, beberapa hukum di atas, khususnya dalam hal 

yang mengatur tentang perikatan, dapat berakhir dengan 

berbagai macam hal berdasarkan ketentuan pasal 1381 

KUHPdt, yaitu: 

a. Pembayaran. Maksudnya adalah kewajiban yang telah 

ditetapkan kepada pihak-pihak yang melakukan perikatan 

telah dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam pasal 1382 KUHPdt. 

b. Penawaran pembayaran tunai, didikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan. 

c. Sebab pembaharuan utang. Maksudnya adalah jika terdapat 

utang lama digantikan dengan utang baru untuk melakukan 

sebuah transaksi. 

d. Sebab perjumaan utang, kompensasi atau imbalan. 

Ketentuan ini terjadi jika para pihak saling memiliki hutang 

sehingga harus dikalkulasi secara baik. 

e. Sebab percampuran utang. Ketentuan ini terjadi jika 

perikatan kedudukan kreditur maupun debitus berada dalam 

satu tangan. 

f. Sebab pembebasan utang. Hal ini terjadi jika kreditur telah 

membebaskan seluruh beban hutang dan kewajiban hak 

debitur. 

g. Sebab kebatalan atau pembatalan. Sebab ini terjadi jika 

perikatan yang telah disepakati dibatalkan maupun terjadi 

pembatalan dari para pihak. 

h. Benda yang diperjanjikan hilang atau musnah. Dalam 

redaksi lain disebutkan dengan sebab musnahnya atau 

hilangnya barang yang terutang. Hal ini sudah pasti jika 

benda yang dijadikan objek dalam perikatan maupun 

perjanjian hilang atau binasa, maka dapat menyebabkan 

tidak bisa diperdagangkan lagi, sehingga ketentuan dalam 

perikatan atau perjanjian dapat berakhir sebab hal ini. 

i. Munculnya syarat yang dapat membatalkan. Pada redaksi 

lain disebutkan dengan berlakunya suatu syarat batal. Dalam 

perikatan atau perjanjian bisa saja terjadi syarat yang dapat 
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membatalkan atau merusak sebuah perikatan atau perjanjian 

antar kedua belah pihak. 

j. Lewat waktu atau kadaluarsa. Sebagaimana diketahui bahwa 

dalam perikatan atau perjanjian biasanya dibatasi oleh 

waktu. Hal ini di antaranya dijadikan alat untuk sebuah 

pengukuran keberhasilan dan tidaknya suatu perikatan atau 

perjanjian
64

. 

Ketentuan berakhirnya sebuah perikatan dan perjanjian di 

atas memberikan ruang secara bebas, terarah dan terukur bagi 

para pihak yang melakukannya. Sehingga ketentuan regelend 

rechtdapat terpenuhi, bahkan hal-hal yang belum diatur secara 

eksplisit maupun terperinci dalam KUHPdt tersebut dapat 

dipenuhi berdasarkan jenis perikatan yang dilakukan dan 

kebutuhan yang diperlukan. 

Sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa aturan hukum 

dalam KUHPdt bersifat mengatur dan mendominasi dalam 

hukum perikatan adalah implementasi dari pasal 1338 ayat (1) 

KUHPdt.  Pasal tersebut selain mengatur, juga memberikan 

kebebasan bagi para pihak untuk menerapkan segala hal dan 

ketentuan dalam sebuah perikatan atau perjanjian. 

Hal itu salah satunya dapat dilihat dari penerapan asas 

kebebasan berkontrak yang biasanya dilakukan oleh para pihak 

meliputi pada:  

pertama; membuat dan tidaknya sebuah perikatan atau 

perjanjian, kedua; perjanjian dan perikatan yang 

dilakukan kepada siapun yang diinginkan, ketiga; isi 

perikatan atau perjanjian, pelaksanaan dan 

persyaratannya dapat ditentukan sebagaimana keinginan 

dan kesepakatan para pihak, dan keempat; bentuk 

perikatan atau perjanjian dapat dilakukan baik secara 

lisan maupun tertulis.
65
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Sedangkan pada penerapannya perikatan-perikatan 

meskipun telah diatur oleh perundang-undangan, namun 

mengalami perkembangan pesat di masyarakat. “Perkembangan 

ini disambut dengan berbagai macam bentuk dan isi perikatan. 

Hal ini dapat diterima sebagai perikatan yang sah selama tidak 

bertentangna dengan undang-undang yang ada, kesusilaan dan 

ketertiban umum”.
66

Fleksibilitas penerapan perikatan-perikatan 

tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yaitu 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh sebab 

itu, perikatan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang adalah perikatan yang tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan atau ketetapan yang terkandung dalam 

undang-undang. 

Sedangkan tidak bolehnya bertentangan dengan kesusilaan 

adalah perikatan yang tidak boleh melanggar norma-norma 

susila. Kemudian perikatan yang tidak boleh melanggar atau 

bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya perikatan 

tidak boleh meresahkan masyarakat atau mengakibatkannya 

tidak tertib.Berdasarkan beberapa fakta pada Buku III KUHPdt 

dan praktik perikatan maupun perjanjian di tengah-tengah 

masyarakat, membuktikan bahwa dominasi regelend 

rechtdalam hukum perikatan dan perjanjian tidak dapat 

dielakkan. Sebab apa yang diatur selalu berkembang dengan 

perkembangan interaksi manusia serta beberapa pola perikatan 

yang diinginkan mendorong implementasi perundang-undangan 

ini dominan bersifat mengatur bukan memaksa kepada para 

pihak yang melakukan perikatan dan perjanjian. 

Bagaimanapun juga, dominasi regelend recht ditunjukkan 

dengan terlahirnya perikatan dari undang-undang sebagaimana 

isi Pasal 1233. Sisi regelend rechtdalam hal ini terlihat bahwa 

perikatan berdasarkan hal ini terbagi menjadi dua, yaitu 
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perikatan yang terlahir dari undang-undang saja dan perikatan 

yang terlahir sebab adanya intervensi dari manusia. 

“Selanjutnya, pembagian kedua tersebut terbagi menjadi 

dua, yaitu oeriatan yang lahir sebab manusia melakukan 

perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum dan 

perikatan yang terlahir sebab manusia melanggar 

hokum”.
67

Pembagian tersebut secara jelas undang-undang 

terkait dengan perikatan tersebut dapat berkembang ke ranah 

positif maupun negatif. Namun jika perkembangan ke ranah 

negatif tersebut terjadi, maka diterapkan sanksi bagi para 

pelakunya yang disesuaikan dengan undang-undang yang telah 

ditentukan atau berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat 

antara pihak. 

Dengan kata lain, selain unsur regelend recht dalam 

implementasi hukum perikatan, juga terdapat pemenuhan hal-

hal yang dianggap masih belum diatur dalam undang-undang 

secara jelas dan terperinci. Oleh sebab itu, hukum perikatan 

dan perjanjian dapat menciptakan tingkat kenyamanan bagi 

para pihak yang melakukannya sesuai dengan keinginan 

masing-masing, meskipun secara tendensi hukum masih tetap 

diperlakukan jika terjadi sebuah pelanggaran dalam proses 

implementasi hukum perikatan atau perjanjian tersebut. 

Hal ini tak lain sebab sumber utama dan fakta hukum 

perikatan terlahir sebab persetujuan dan undang-undang. 

Perjanjian timbul sebab adanya hukum yang bersifat mengatur 

sesuai kehendak para pihak yang melakukan perikatan namun 

tidak boleh melakukan pelanggaran sesuai ketentuan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Perjanjian yang di luar undang-undang tersebut berstatus 

sebagai lex specialist derogate legi generalis bagi para pihak 

yang melakukan perjanjian. Hal ini berarti bahwa eksistensi 

perjanjian tersebut dapat mengesampikan ketentuan aturan-

aturan lainnya, tetapi jika terdapat suatu ketentuan yang tidak 

di atur dalam perjanjian yang dilakukan para pihak yang 

berjanji tersebut, maka ketentuan peraturan secara umum 
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berlaku. Sehingga apa yang telah dibuat oleh para pihak dalam 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 

Adapun hukum perikatan yang terlahir dari undang-

undang secara pasti bersifat mengatur kepada para pihak yang 

melakukan perikatan atau perjanjian. Sehingga apa yang 

dilakukannya merujuk kepada undang-undang yang telah ada. 

Namun jika tidak ada dalam undang-undang yang telah mapan 

tersebut, para pihak yang melakukan perjanjian dapat memilih 

perjanjian yang sesuai dengan karakteristiknya agar dapat 

diimplementasikan sebaik mungkin. 

Pasal 1792 dalam buku III KUHPdt sebenarnya yang 

menjadi dasar regelen recht, di mana dasar kesepakatan para 

pihak bisa dikesampingkan dalam SKMHT. Pasal 1792 

KUHPdt mengatur bahwa “Pemberian kuasa ialah suatu 

persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang 

lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama 

orang yang memberikan kuasa”. Pasal 1792 KUHPdt tersebut 

menunjukkan hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima 

kuasa. Lembaga kuasa dalam Pasal 1792 KUHPdt tersebut 

berlaku seperti perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

KUHPdt. Artinya KUHPdt lebih fleksibel dalam mengatur 

perjanjian pemberian kuasa.  

Artinya jika SKMHT mengikuti ketentuan dalam UUHT, 

maka kuasa yang diberikan tetap tidak dapat disubstitusikan 

kendati para pihak yaitu antara pemberi kuasa dan penerima 

kuasa tidak keberatan atau bahkan sepakat bahwa kuasa dapat 

disubstitusikan sekalipun. Artinya ketentuan SKMHT dalam 

UUHT tersebut adalah ketentuan mutlak yang berlaku secara 

khusus dan tidak dapat disandarkan kepada ketentuan dalam 

KUHPdt.  

KUHPdt sebenarnya lebih fleksibel dalam mengatur 

terkait kuasa dan substitusinya, di mana surat kuasa apapun 

dapat dilakukan substitusi, namun UUHT secara khusus 

mengatur bahwa untuk kuasa dalam SKMHT tidak boleh 

disubstitusikan. Ketentuan dalam UUHT tersebut merupakan 

ketentuan yang kaku jika dibandingkan dengan ketentuan 
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dalam KUHPdt. Kendati demikian, ketentuan dalam UUHT 

terkait kuasa kebanyakan masih tunduk pada KUHPdt kecuali 

dalam ketentuan substitusi. Artinya ketentuan SKMHT dalam 

UUHT tidak sepenuhnya kaku, kecuali hanya terkait substitusi.  

Ketentuan kuasa dan substitusi dalam KUHPdt tersebut 

dikesampingkan dalam UUHT, tepatnya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 UUHT. Artinya karakteristik SKMHT yang 

tidak dapat disubstitusi dalam Pasal 15 UUHT tersebut pada 

prinsipnya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1792 

KUHPdt. Kendati demikian, dengan ketentuan dalam Pasal 15 

UUHT terkait kuasa yang tidak dapat disubstitusikan sekarang, 

maka perlindungan terhadap kreditur menjadi terkebiri. 

Kreditur menjadi kesulitan untuk melakukan eksekusi jika 

debitur wanprestasi dalam perjanjian yang diadakan.  

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum 

sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Isnaeni yang berusaha 

menguraikan bahwa hukum adalah pagar yang berfungsi untuk 

memberikan perlindungan bagi para pihak dari potensi 

kerugian
68

. Perlindungan terhadap kreditur jika SKMHT 

disubstitusikan adalah kreditur akan mengalami kesulitan untuk 

melakukan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan. Hal ini 

karena ketika debitur ingkar janji, maka kreditur mempunyai 

hak atas barang yang jadi jaminan tersebut.
69

 

Sekilas memang terlihat ada pertentangan antara KUHPdt 

dengan UUHT, namun jika dilihat secara lebih detail perbedaan 

tersebut bukan merupakan pertentangan dalam ranah hierarki 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 

PUU. Perbedaan tersebut menjadi tidak bermasalah karena 

KUHPdt adalah Undang-Undang umum dan UUHT adalah 

undang-undang khusus dalam bidang hak tanggungan. Hal 

tersebut yang membuat ketentuan SKMHT dalam UUHT tetap 

dapat dilaksanakan tanpa mempertentangkan dengan KUHPdt.  

                                                 
68 Moh. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak,Op.Cit; h. 41 
69 Bernard C. Gavit, Under the Lien Theory of Mortgages is the Mortgage 

Oly a Power of Sale, Minn. L. Rev, Vol. 15, 1931, h. 149 
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Teori pembentukan perundang-undangan terdapat asas                

lex specialis derogat legi generali yang berarti “peraturan yang 

lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas 

lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua 

perundangan yang secara hierarki sederajat dan mengatur 

mengenai materi yang sama”
70

. Sifat dari peraturan perundang-

undangan memang berjenjang dan berlapis dan membawa 

konsekuensi hukum tersendiri. Hans Kelsen yang menyatakan 

bahwa : 

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana 

suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang 

lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma 

dasar
71

.  

 

Hal ini berarti bahwa UUHT sebagai lex specialis derogat 

legi generali dari KUHPdt sehingga tidak ada masalah hukum 

jika dalam UUHT terdapat ketentuan yang berbeda dengan apa 

yang diatur dalam KUHPdt sebagai induk umum hukum 

perdata. Solusi dari perbedaan tersebut adalah hal-hal yang 

diatur dalam UUHT harus diutamakan untuk dijadikan dasar 

hukum karena mempunyai kedudukan yang lebih kuat sehingga 

dapat mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan dalam 

KUHPdt.  

 

3. Perjanjian Kuasa sebagai Perjanjian Obligatoir 

Pemahaman perjanjian kuasa berlandaskan pada Pasal 

1792 KUHPdt yang menjelaskan mengenai pemberian kuasa. 

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “pemberian kuasa 

merupakan suatu persetujuan dengan nama seseorang yang 

                                                 
70 Hukumonline.com, Tanya Jawab Hukum Perusahaan,Op.Cit, h. 10-11 
71 Hans Kelsen,General Theory of Law and State, Op.Cit, h. 113 
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memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, 

untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
72

 

Pengertian ini menunjukkan adanya dua elemen utama yang 

tidak terlepas dari perjanjian kuasa ini, yaitu pemberi kuasa 

dan penerima kuasa. 

Pemberi kuasa merupakan orang yang sebenarnya 

memiliki kuasa penuh terhadap suatu urusan dalam perjanjian 

sebelum dilimpahkan kepada orang lain untuk mengurusi 

segala kepentingan yang dimiliki. Sedangkan penerima kuasa 

merupakan orang yang menerima seluruh mandate, tugas 

maupun tanggungjawab yang diberikan dari pemberi kuasa 

untuk melakukan segala sesuatu yang telah dikuasaan, 

meskipun dalam tataran wewenang, penerima kuasa tidak boleh 

melebihi wewenang pemberi kuasa. 

Adapun pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan 

melalui dua hal, yaitu tertulis dan lisan. Pemberian kuasa 

secara lisan hanya dapat dilakukan di depan ketua Pengadilan, 

sehingga ketua pengadilan akan memberikan dan menetapkan 

suatu catatan mengenai pemberian kuasa secara lisan tersebut. 

Sehingga kekuatan hukum dalam kuasa secara lisan ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Sedangkan kuasa yang dilakukan secara tertulis biasanya 

dilakukan dengan menyebutkan syarat pokok secara tertulis 

atau akta yang dalam hal ini sering disebut sebagai surat kuasa 

khusus. Namun “berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, yaitu 

dengan cara menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa 

tersebut, untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi 

realtif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, 

menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek 

sengketa yang diperkarakan”.
73

 

                                                 
72 YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman 

Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia dan AusAID, Jakarta, 2006, h. 51. 
73 Ibid.,h. 52.  
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Adapun permasalahan dalam perjanjian kuasa ini muncul 

ketika terdapat pihak atau golongan yang melakukan 

„wanpresatasi‟ atau ingkar janji terhadap yang telah disepakati. 

Otomatis hal ini memberikan akibat hukum bagi pelakunya 

berupa tuntutan untuk membayar denda ganti rugi, bahkan 

dapat digugat melalui Pengadilan Negeri mengenai masalahan 

perdata ini setelah pihak yang merasa dirugikan melakukan 

somasi kepada pelaku minimal tiga kali. Sebab adanya somasi 

ini dapat dijadikan sebagai bukti bagi pihak yang dirugikan 

bahwa pihak yang melakukan perjanjian bersamanya 

melakukan ingkar janji. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam sebuah perjanjian 

terdapat dua hal yaitu, bersifat wajib atau menuntut dan yang 

tidak menuntut. Perjanjian yang bersifat menuntut ini 

dinamakan dengan perjanjian obligatoir sebagai perjanjian 

kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersifat 

mengikat dan harus dilaksanakan.Perjanjian obligatoir 

merupakan perjanjian yang mengharuskan seseorang untuk 

membayar atau menyerahkan sesuatu, seperti kewajiban 

debitur membayar hutang kerpada kreditur, wajibnya 

membayar uang sewa, upah kerja dan lainnya.  

Istilah obligatoir disebut juga dengan agreement/ 

contract/ commitment yang dalam bahasa inggris diartikan 

sebagai kesepakatan (persetujuan) yang bersifat mengikat. 

Adapun keberadaan perjanjian kuasa sebagai perjanjian 

obligatoir di antaranya terdapat dalam jual beli yang telah di 

atur dalam KUHPdt Pasal 1458, yaitu “jual beli itu dianggap 

terjadi antara kedua pihak, seketika setelahnya orang-orang ini 

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 

meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun 

harganya belum dibayar”. Selanjutnya dijelaskan ketentuan itu 

secara tegas pada KUHPdt Pasal 1459, yaitu “hak milik atas 

barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, 
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selama penyerahannya belum dilakukan berdasarkan pasal 612, 

613 dan 616”.
74

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hal prinsipil dalam 

perjanjian kuasa hingga menjadi sebagai perjanjian obligatoir 

adalah adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima 

kuasa, serta penyerahan yang sah secara hukum dan objek yang 

diserahkan jelas dan dapat diketahui dengan baik oleh kedua 

belah pihak.Dengan demikian, perjanjian obligatoir 

mengandung kepastian hukum dilihat dari segi kekuatan yang 

mengikat di dalamnya. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu 

asas kepastian hukum dari M. Schelmena menyebutkan bahwa 

Undang-Undang tidak boleh berlaku surut. Artinya, keberadaan 

“perjanjian obligatoir menjadi para pihak yang terikat dengan 

perjanjian tersebut harus memberlakukan apa yang sudah 

disepakati, meskipun hal tersebut tidak diatur secara eksplisit 

dalam Undang-Undang. Sehingga siapapun yang 

melanggarnya, selama aturan tersebut ada, maka dapat 

dikenakan sanksi sebagai pelanggaran”.
75

 

“Adapun perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian 

yang tidak mengharuskan seseorang untuk membayar atau 

menyerahkan sesuatu, seperi balik nama sertifikat, perjanjian 

perkawinan dan lainnya”.
76

 Berdasarkan hal ini, perjanjian 

non-obligatoir tidak bersifat memaksa kepada penerima kuasa, 

melainkan sebuah pilihan untuk melakukan atau tidak sesuai 

pengetahuan pemberi kuasa. 

Menurut sistem yang dianut dalam KUHPdt, yaitu Pasal 

1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa hak beralih 

jika telah terjadi levering atau penyerahan. Hal ini menjelaskan 

bahwa perjanjian kuasa dapat berfungsi sebagai perjanjian 

obligatoir “jika seluruh persyaratan telah dipenuhi secara 

hukum dan perjanjian kuasa yang dimaksud memiliki karakter 

                                                 
74 Ismantoro Dwi Yuwono, Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat 

Perjanjian, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, h. 38. 
75 Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, Menyelesaikan Sengketa Melalui 

Pengadilan Pajak,Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, h. 39. 
76 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 11. 
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konsensual sehingga memiliki akibat hukum berupa action 

yang harus dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan syarat -

syarat dan ketentuan yang diperjanjikan”.
77

 

Oleh sebab itu, setidaknya obyek yang dijadikan 

perjanjian kuasa untuk menciptakan perjanjian obligatoir 

setidaknya memiliki dua kriteria, yaitu: 

a. Obyek yang akan wujud, hal ini dibatasi dengan obyek 

yang dapat ditentukan jenis dan dapat dikalkulasi. 

b. Obyek yang dimaksud dapat diperdagangkan. Artinya 

segala bentuk obyek yang besifat umum atau dalam artian 

milik kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek 

perjanjian, apalagi perjanjian kuasa sebagai perjanjian 

obligatoir.
78

 

Selanjutnya, ketentuan antar pihak pemberi kuasa dan 

penerima kuasa harus dilandasi dengan hukum dan menerapkan 

asas kepastian hukum untuk memastikan bahwa pihak ketiga 

menghormasi substansi kontrak, pihak penerima kuasa harus 

menjalankan sesuai apa yang dikuasakan kepadanya dan pihak 

pemberi kuasa menyerahkan apa yang harus dikuasakan. Hal 

ini merupakan salah satu implementasi dari Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPdt mengenai iktikad baik atau good faithyang berbunyi 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

Itikad baik dapat direalisasikan melalui pemenuhan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat perjanjian, 

baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Hal ini 

disebabkan perjanjian kuasa yang diterapkan sebagai perjanjian 

obligatoir menuntut adanya kewajiban dalam penyerahan 

barang atau sesuatu dari pemberi kuasa dan kewajiban dalam 

melaksanakan ketentuan yang tersebut bagi penerima kuasa. 

Kedua kewajiban tersebut dimediasi dengan adanya 

penyerahan (levering) sebagai bentuk realisasi perjanjian kuasa 

yang telah dibuat sebagai perjanjian obligatoir. 

                                                 
77 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga Vol. 3, 

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 187. 
78 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, h. 12.  
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Perjanjian obligatoir yang terlahir dari perjanjian kuasa 

dapat dilihat dari beberapa tipe perjanjian obligatoir yang 

diimplementasikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, 

yaitu: 

a. Perjanjian sepihak dan timbal balik.  

Perjanjian sepihak merupakan perjanjinan yang 

menunjukkan adanya kewajiban bagi salah satu pihak yang 

melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian timbal balik 

merupakan perjanjian yang menciptakan kewajiban pokok 

bagi kedua belah pihak. 

b. Perjanjian cuma-cuma dan diatas beban. 

Perjanjian cuma-cuma menunjukkan adanya keuntungan 

yang didapatkan dari salah satu pihak atas pihak lainnya 

secara cuma-cuma. Sedangkan perjanjian atas beban 

ditunjukkan dengan adanya suatu perjanjian atas prestasi 

salah satu pihak berhubungan dengan prestasi pihak yang 

lainnya. 

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil.  

Perjanjian konsensual adalah terciptakan perjanjian 

disebabkan oleh kata sepakat yang dari seluruh pihak yang 

melakukan perjanjian. Adapun perjanjian riil tidak hanya 

membutuhkan kata sepakat dari seluruh pihak yang 

mengadakan perjanjian saja, melainkan harus adanya 

penyerahan barang atau sesuatu yang diperjanjikan sebagai 

bukti riil perjanjian tersebut diimplementasikan sesuai 

dengan kesepakatan. Sedangkan perjanjian formil adalah 

oerjanjian yang harus dilakukan dalam bentuk tertentu untuk 

menguatkan perjanjian tersebut merupakan hak dan 

kewajiban. Perjanjian formil ini dapat berbentuk akta notaris 

dan lainnya. 

d. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah diatur 

pengaturannya dalam Buku III KUHPdt. Sebaliknya, 

perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang 

dilakukan sesuai kehendak para pihak yang 
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menyelenggarakan perjanjian dan tidak diatur dalam 

KUHPdt sebab menerapkan asas kebebasan berkontrak.
79

 

Timbulnya beberapa perjanjian di atas terkait dengan 

perjanjian obligatoir tersebut berakar dari adanya hukum yang 

berkaitan dengan pemberian kuasa dan kewenangan untuk 

mewakilinya. Dilihat dari pemberian kuasa dan kewenangan 

tersebut maka dapat terbagi menjadi tiga hal yaitu;  

Pertama, pemberian kuasa sekaligus terdapat kewenangan 

untuk mewakili, yaitu terciptanya perwakilan yang 

dilandaskan pada perjanjian (lastgeving and volmacht); 

kedua, pemberian kuasa namun tidak disertai dengan 

kewenangan untuk mewakili sehingga tidak menciptakan 

perwakilan (lastgeving); dan ketiga, kewenangan 

mewakili namun tanpa adanya pemberian kuasa 

(volmacht).
80

 

 

Beberapa macam pemberian kuasa tersebut menunjukkan 

adanya pemberian kuasa yang dapat menimbulkan perwakilan 

dan kuasa penuh, tidak bisa menjadi perwakilan dan hanya 

perwakilan yang sesuai dari pemberi kuasa. Namun perbedaan 

tersebut dapat diketahui melalui hakikat antara lastgeving dan 

volmacht. Volmacht secara implementasi merupakan 

kewenangan mewakili namun bersumber dari tindakan hukum 

sepihak dan tidak adanya tuntutan atau kewajiban untuk 

mewakili. “Sedangkan lastgeving secara implementasi 

merupakan kewajiban untuk mewakili yang bersumber dari 

perjanjian yang telah dilakukan”.
81

 

Kedua model pemberian kuasa secara otomatis dilakukan 

melalui sebuah perjanjian kuasa antara pemberi kuasa dan 

                                                 
79 Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of 

Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Syariah: 

Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2 Desember 2017, h. 187-188. 
80 Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, 

hal. 224. 
81 Pieter E Latumeten, Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht 

dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, ISSN: 0125-9687, Vol. 47, No. 1, Januari-Maret 2017, hal. 5. 
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penerima kuasa. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, 

terdapat ketetapan hukum dan akibat hukum yang harus 

diterapkan sesuai isi perjanjian. Ketentuan perjanjian kuasa 

dapat menjadi perjanjian obligatoir dapat dilihat melalui 

pengertian lastgeving dan volmacht dalam Niew Burgerlijk 

Wetboek Nederland (NBWN). 

Pada pasal 7:414 lid (1) NBWN disebutkan pengertian 

lastgeving sebagai perjanjian pemberian perintah di mana 

pihak yang satu, penerima perintah, mengikatkan diri terhadap 

pihak lain, pemberi perintah, untuk atas biaya pemberi perintah 

melakukan satu atau lebih perbuatan hukum. Pengertian ini 

menunjukkan adanya keterikatan dan keharusan dalam 

menjalankan segala sesuatu yang dikuasakan kepada penerima 

kuasa. Sehingga ketentuan perjanjian obligatoir, yaitu untuk 

mengimplementasikan segala bentuk kuasa yang diwakilkan, 

termasuk tanggungan-tanggungan yang harus dibayarkan 

menjadi bagian di dalam pemberian kuasa lastgeving ini. 

Selanjutnya, pada pasal 3:60 lid (1) NBWN menyebutkan 

pengertian volmacht sebagai kewenangan yang diberikan oleh 

pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan 

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Pengertian ini juga 

mencakup pada perjanjian kuasa yang menjadikannya sebagai 

perjanjian obligatoir sebab apa yang dikuasakan tidak menutup 

kemungkinan mencakup pada hal-hal terkait perjanjian 

obligatoir. 

Meskipun keduanya dapat dibedakan dari segi tindakan 

yang dilakukan sebab hukum dan sebab sepihak, namun secara 

implementasinya keduanya dapat terlahir dari adanya 

perjanjian kuasa dari kedua belah pihak. Meskipun pemberian 

kuasa yang menjadi sebuah perjanjian kuasa dapat berstatus 

sebagai perjanjian obligatoir yang dibatasi dalam pemberian 

kuasa yang bersifat kebendaan berdasarkan kenyataan di 

lapangan dan perkembangan pemberian kuasa.  

Menurut J.G. Brouwe dan A.E Schilder “pemberian kuasa 

yang dapat menciptakan sebuah perjanjian kuasa untuk 

bertanggungjawab dan berwenang melakukan sesuatu dapat 
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diterapkan melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan 

mandate”.
82

 Artinya ketiga sumber pemberian kuasa dapat 

menjadi sebuah perjanjian obligatoir manakala dalam 

kesepakatannya mengandung kewajiban yang harus dilakukan 

oleh penerima kuasa atau wewenang. 

Hal ini dapat dipahami bahwa penerima kuasa maupun 

pemberi kuasa memiliki kewajiban masing-masing. Penerima 

kuasa dalam perjanjian kuasa sebagai perjanjian obligatoir 

berkewajiban untuk melaksanakan kuasanya dan menanggung 

segala biaya, kerugian dan bunga yang ditimbulkan. Selain itu 

penerima kuasa bertangungjawab terhadap perbuatan yang 

sengaja maupaun tidak sengaja sebab lalai dalam menjalankan 

kuasanya, maka “berkewajiban memberikan laporan terhadap 

perbuatannya dan memberikan perhitungan segala hal yang 

diterima atas dasar kuasanya kepada pemberi kuasa, dan harus 

bertindak berdasarkan ketentuan perjanjian kuasa tersebut 

dengan batas-batas wewenangnya”.
83

 

Pada perjanjian kuasa yang bersumber pada pemberian 

kuasa tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan 

dapat dilakukan oleh lembaga maupun badan pemerintahan 

yang sesuai kuasa yang diterima harus bertanggungjawab untuk 

melakukannya. Perjanjian kuasa ini dapat bersumber pada 

pemberian kuasa secara atribusi kepada otoritas administratif 

oleh badan legislatif independen. “Artinya, pemberian kuasa 

dalam sebuah perjanjian kuasa menjadi perjanjian obligatoir 

yang memiliki kekuatan independen untuk melakukan sesuatu 

yang diperjanjikan atau dikuasakan sebagai bentuk otoritas 

administrative”.
84

 

Sebaliknya, pemberi kuasa berkewajiban melakukan 

beberapa hal sebab adanya perjanjian kuasa yang menciptakan 

perjanjian obligatoir bagi kedua belah pihak. Adapun 

                                                 
82 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars 

Aeguilibri, Nijmegen, 1998, h. 16-18. 
83 Richard Eddy, Aspek Legal Properti; Teori, Contoh dan Aplikasi, Penerbit 

Andi Offset, Yogyakarta, 2010, h. 35 
84 Ibid. 
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kewajiban-kewajiban pemberi kuasa adalah memenuhi seluruh 

perikatan yang dibuat berdasarkan kekuasaan yang telah 

diberikan kepadanya, mengembalikan persekot dan biaya-biaya 

yang telah dikelurkan untuk melaksanakan kuasanya kepada 

penerima kuasa, dan memberi ganti rugi kepada penerima 

kuasa jika terjadi kerugian selama menjalankan kuasanya 

berdasarkan bukti yang diberikan kepada pemberi kuasa. 

Oleh karena itu, ketentuan perjanjian kuasa sebagai 

perjanjian obligatoir dapat dipahami bahwa pemberian kuasa 

dianggap sebagai perjanjian obligatoir sebab adanya perjanjian 

timbal balik antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang 

keduanya tunduk terhadap hukum sebagaimana tunduk 

terhadap Buku III KUHPdt, sebab ketentuan dan kepastian 

pencabuat kuasa harus mendapatkan persetujuan dari penerima 

kuasa. Artinya, unsur sepihak dalam perjanjian kuasa sebagai 

perjanjian obligatoir diatur oleh hukum agar tidak terjadi 

kerugian antar pihak yang menyelenggarakan perjanjian. 

Hal ini terwujud pada perjanjian kuasa sebagai obligatori 

dapat dilakukan melalui penyerahan kuasanya secara atribusi, 

adalah sebuah kuasa dalam wewenang murni yang di dalamnya 

terhadap tanggung jawab dan tanggung gugat pada jabatan-

jabatan yang bersangkutan. “Apabila terdapat gugatan tertentu 

maka yang bertanggungjawab adalah pemegang atau pengguna 

kewenangan tersebut, bukan pembentuk peraturan perundang-

undangan yang memberikan kewenangan tersebut”.
85

 

Selain atribusi, perjanjian kuasa dapat diimplementasikan 

melalui pemberian kuasa yang berasal dari organ pemeirntah 

kepada organ lain dengan ketentuan harus dilandasi pada 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai pemberian 

kuasa secara delegasi yang diterapkan sebagai perjanjian kuasa 

sebagai perjanjian obligatoir yang harus dilakukan sesuai 

tanggungjawab dan wewenang yang diterima oleh penerima 

kuasa. “Sebab kewenangan yang diberikan sebagai bentuk 

perjanjian kuasa tersebut dapat dikatakan sebagai kekuasaan 

yang dilembagakan, sehingga bagaimanapun juga apa yang 
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telah ditetapkan di dalamnya harus dilakukan dan 

dipertanggungjawabkan dan dapat berupa sebagai perjanjian 

obligatoir sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan”.
86

 

“Sedangkan pemberian kuasa lainnya yang dapat menjadi 

sebuah perjanjian antar kedua belah pihak dapat dilakukan juga 

secara mandat, yaitu antara atasan dan bawahan atau sebuah 

peralihan kewenangan dari mandator kepada badan lain, baik 

untuk membuat suatu keputusan, mengambil tindakan, atau hal 

lain sesuai perintah dari mandator”
87

. “Ketiga hal tersebut 

termasuk dalam kategori pemberian kuasa untuk melakukan 

suatu wewenang, sehingga mencakup pada ketentuan Pasal 

1972 KUHPdt bahwa pemberian kuasa adalah suatu 

persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan 

kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
88

 

“Dengan demikian, pemberian kuasa dapat menjadi 

perjanjian kuasa sebagai perjanjian obligatoir memiliki  ciri -

ciri, yaitu: bebas bentuk baik dalam bentuk lisan maupun 

tertulis sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang 

ditentukan dan penetapan persetujuan yang dibuat merupakan 

timbal balik dan saling mencukupi antara pihak”.
89

 

Berdasarkan kedua ciri tersebut, sudah tentu bahwa perjanjian 

kuasa sebagai perjanjian obligatoir selain berdasarkan 

kesepakatan juga mencakup pada kesesuaian dan keadilan 

dalam proses implementasinya sehingga upaya-upaya untuk 

melanggar undang-undang yang dibuat dapat tercegah. 

Pemberian kuasa sebagai perjanjian obligatoir dapat 

dikatakan berhasil jika unsur pemberian kuasa tersebut dapat 

terpenuhi secara menyeluruh. Adapun unsur-unsur yang 
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dimaksudkan agar dapat menjadikan perjanjian kuasa melalui 

pemberian kuasa tersebut menjadi sebuah perjanjian obligatoir, 

yaitu: 

a. Penerapan pemberian kuasa didasarkan pada pola 

persetujuan (kontrak). 

b. Isi persetujuan berupa pendelegasian atau pemberian kuasa 

untuk melakukan suatu urusan yang telah ditetapkan. 

c. Penerima kuasa atau pihak tersuruh melakukan apa yang 

telah dibebankan kepadanya atas nama penyuruh atau 

pemberi kuasa.
90

 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut telah jelas bahwa 

perjanjian kuasa yang diimplementasikan sebagai perjanjian 

obligatoir memiliki sifa kausal. “Artinya meskipun segala 

sesuatu yang dikuasakan telah sepakat untuk menjadi suatu 

perjanjian, namun tujuan utama dalam perjanjian tersebut 

belum terealisasi atau tercapai selama hak peralihan belum 

terealisasi dengan penyerahan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam perjanjian tersebut”.
91

 

Oleh sebab itu, untuk memperkuat terjadinya pemberian 

kuasa dalam perjanjian kuasa biasanya diterapkan dan 

dibuktikan melalui akta autentik. Dengan keberadaan akta 

autentik ini, secara implementasi perjanjian kuasa tersebut 

dapat dipahami sebagai perjanjian obligatoir sebab terdapat 

kesamaan dalam nilai-nilai implementasinya. 

Diberlakukannya akta autentik sebagai salah satu media 

legalitas untuk pemberian kuasa kepada penerima kuasa dan 

dapat digunakan sebagai perjanjian obligatoir. Pembuat akta 

autentik untuk menunjukkan adanya perjanjian kuasa dan 

pemberiannya biasanya dilakukan atas dasar hukum dan di 

depan notaris. “Meskipun dalam praktik pemberian kuasa 

lainnya dapat dilakukan secara lisan sesuai ketentuan dari 
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pemberi kuasa tersebut agar dilakukan berdasarkan apa yang 

disepakati”.
92

 

Menurut Richard Eddy, pemberian kuasa terbagi menjadi 

beberapa jenis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kuasa 

merupakan sebuah perikatan antara penerima kuasa dan 

pemberi kuasa untuk melakukan apayang disepakati. Jenis-

jenis pemberian kuasa ini dapat menjadi sebuah perjanjian 

obligatoir sebab adanya tuntutan dari pihak penerima untuk 

menjalankan apa yang dimandatkan. 

Richard Eddy membagi jenis kuasa menjadi 6 jenis, 

yaitu: 

a. Akta Umum 

Pemberian kuasa ini yang dijadikan sebagai perjanjian kuasa 

dapat dilakukan hanya menggunakan akta notaris, yaitu 

pemberi kuasa dan penerima kuasa melakukan perjanjiannya 

di depan notaris untuk membeuktikan kekuatan hukum 

dalam perjanjian tersebut. 

Oleh sebab itu, perjanjian kuasa ini dapat menjadi sebuah 

perjanjian obligatoir jika isi-isi perjanjian mengarah kepada 

perjanjian obligatoir yang harus dilaksanakan oleh penerima 

kuasa. Dengan demikian, proses pelaksanaan dan isi dalam 

akta umum tersebut disesuaikan dengan hal-hal yang 

menyangkut daengan persetujuan kedua belah pihak, 

khususnya bagi pihak yang memberikan kuasa kepada 

penerima kuasa. 

b. Surat di bawah tangan 

Maksud dari hal ini adalah adanya pemberian kuasa dibuat 

oleh para pihak di bawah ketentuan dan kesepakatan para 

pihak tersebut tanpa melibatkan pemerintah maupun 

lembaga lainnya. 
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c. Lisan 

Jenis kuasa lisan ini merupakan pemberian kuasa kepada 

penerima kuasa yang dilakukan dalam ranah lisan saja. 

d. Diam-diam 

Yaitu merupakan kuasa yang dilakukan masih dalam tataran 

secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima 

kuasa. 

e. Cuma-Cuma 

Pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa namun penerima kuasa tidak mengambil 

biaya apapun dari pemberi kuasa. Di katakana cuma-cuma 

sebab apa yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak 

didasarkan pada materi belaka. 

f. Khusus 

Adanya pemberian kuasa disebabkan untuk kepentingan 

tertentu saja. Kekhususan ini ditujukan kepada kepentingan-

kepentingan tertentu pemberi kuasa, bahkan kepentingan 

yang lebih dari batas pada umumnya. 

g. Umum 

Implementasi pemberian kuasa kepada penerima kuasa dari 

pemberi kuasa dilihat dari segi isi atau substansinya. Pada 

jenis ini, isi kuasa yang diberikan masih bersifat umum dan 

segala kepentingan yang dimiliki oleh pemberi kuasa
93

. 

Berdasarkan pemberian kuasa dalam perjanjian kuasa 

tersebut, maka konsekuensi dari perjanjian kuasa dapat menjadi 

perjanjian obligatoir sehingga penerima kuasa memiliki 

beberapa kewajiban sebagai berikut: 

a. Penerima kuasa wajib menjalankan seluruh kuasa yang 

diserahkan kepadanya dan menanggung segala hal yang 

terkait dengan kuasa tersebut, seperti biaya, kerugia, bunga, 

dengan pertimbangan kuat bahwa hal tersebut harus 

ditanggung sebab jika tidak ditanggung maka kuasa yang 

diberikan kepadanya dapat tidak terlaksana, bahkan 

menimbulkan kerugian. 
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b. Penerima kuasa, selain bertanggungjawab terhadap 

perbuatan yang dilakukannya secara sengaja, juga 

bertanggungjawab terhadap segala bentuk kelalaian-

kelalaian yang ditimbulkan dalam melaksanakan kuasanya. 

c. Penerima kuasa harus melaporkan segala sesuatu yang telah 

dilakukannya dan memberikan perhitungannya. Hal ini 

dibatasi dengan ketentuan atau persyaratan dalam kuasa dan 

bentuk kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa.  

d. Setiap penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan jika 

menunjuk orang lain untuk melakukan apa yang seharusnya 

dilakukannya (pengganti). 

e. Bunga atas uang pokok harus dibayar oleh penerima kuasa 

jika dia memakainya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. 

Penggunaan seperti itu biasa diluar ketentuan atau syarat 

kuasa yang harus dijalankannya selama menanggung jawabi 

penerimaan kekuasaan tersebut. 

f. Penerima kuasa dapat dikatakan aman selama dia 

melaksanakan wilayah kuasanya sesuai batas ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemberi kuasa. Sebaliknya, jika penerima 

kuasa melakukan hal-hal di luar batas kewenangannya maka 

dia harus bertanggungjawab tidak hanya kepada pemberi 

kuasa, namun kepada orang-orang yang terlibat dengannya 

dalam suatu perjanjian. 

“Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima kuasa 

tersebut tidak lain merupakan wujud dari pemaknaan perjanjian 

obligatoir, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan 

kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian”.
94

“Sebab selesainya perjanjian obligatori 

menyebabkan tujuan pokok perjanjian belum terealisasi sebab 

terjadi hak baru yang beralih penyerahannya kepada penerima 

kuasa terlebih dahulu untuk merealisasikan segala sesuatu yang 

ditujukan oleh pemberi kuasa”.
95
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“Hal inilah yang mendasari adanya perjanjian obligatoir 

yang menjadikan setiap hak subyek hukum mensyaratkan 

kehadiran kewajiban terhadap subyek hukum lainnya”.
96

 

Dengan kata lain, hubungan timbal balik baik dari segi 

kewajiban maupun hak yang harus dipenuhi dijalankan 

sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam perjanjian 

kuasa. 

Perjanjian kuasa ini menjadi kekuasaan yang formal 

sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban 

dan hak yang harus dijalankan, bahkan menciptakan peraturan-

peraturan baru berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kuasa 

untuk diimplementasikan sebagai perjanjian obligatoir. 

“Demikian ini dapat menuntut tindakan tertentu atau pihak lain 

untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat berupa 

melakukan kewajiban tertentu atau tidak melakukan tindakan 

tertentu”.
97

 

Perjanjian kuasa sebagai obligatoir ini secara langsung 

menciptakan sebuah penegakan hukum melalui aturan-aturan 

dan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan telah 

disepakati sehingga harus diimplementasikan agar tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga 

menjadi kepastian hukum bagi para pemberi kuasa dalam 

perjanjian kuasa sebagai perjanjian obligatoir merupakan 

kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian 

sebab di bawah naungan undang-undang yang berlaku dan 

aturan yang telah disepakati oleh antar pihak yang 

berperjanjian. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan asas dalam perjanjian 

yaitu Asas pacta sunt servanda yaitu (janji itu mengikat) ini 

mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah 

mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPdt juga menganut 

prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku 
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seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPdt)
98

. 

Asas tersebut tentu bukan disusun tanpa tujuan. Pasal 1338 

KUHPdt tersebut memiliki untuk menjunjung kesepakatan 

sehingga masing-masing pihak yang telah menyepakati 

menjadi terlindungi satu sama lain dari serangan masing-

masing pihak itu pula.   

Perjanjian SKMHT adalah termasuk dalam perjanjian 

obligatoir di mana pemberi kuasa wajib memberikan SKMHT 

kepada penerima kuasa untuk membuat APHT guna dinaikkan 

menjadi sertipikat hak tanggungan. Sesuai dengan amanat dari 

Pasal 15 UUHT, SKMHT diberikan oleh pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa agar penerima kuasa melakukan pembuatan 

APHT di hadapan Notaris atau PPAT, yang selanjutnya 

dinaikkan ke Badan Pertahanan Nasional menjadi sertipikat 

hak tanggungan guna mengikat barang jaminan milik debitur. 

SKMHT hanya dapat berisi ketentuan tersebut dan tidak dapat 

diberikan keterangan lain. Artinya setelah penerima kuasa 

menerima kuasa, maka penerima kuasa tersebut harus mewakili 

pemberi kuasa menghadap Notaris atau PPAT untuk membuat 

APHT untuk kepentingan penerima kuasa sendiri.  

Ketentuan tersebut mengarah pada perlindungan 

terhadap kreditur dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam 

proses SKMHT sehingga lebih mudah dalam pengurusan 

pembuatan APHT, melalui pengaturan SKMHT dalam UUHT 

sudah berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dalam 

mewujudkan perlindungan bagi kreditur. Moh. Isnaeni 

menyatakan sebagai berikut: 

Hukum, dalam hal ini kontrak, baik oleh penguasa 

ataupun oleh para pihak sendiri, berusaha mencipta 

perisai-perisai perlindung dari hantaman gelombang 

rugi yang setiap saat terus mengintai. Adapun payung 

pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh 

hukum, pada dasarnya sesuai sumbernya, dapat 
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dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan 

hukum eksternal dan perlindungan hukum internal99. 

 

4. Hakikat Kuasa Khusus 

Surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang 

menunjukkan dan memberikan wewenang kepada pihak lain 

untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 

pemberi kuasa. “Hal ini diberlakukan sebab adanya sikap 

saling percaya antara pemberi kuasa dan penerimanya”.
100

 

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

hakikat kuasa khusus berada pada kepercayaan kedua belah 

pihak, meskipun dalam pemberian kuasa tersebut dibatasi oleh 

surat kuasa yang terbagi menjadi surat kuasa khusus dan surat 

kuasa umum atau luas. Terlebih jika kuasa khusus tersebut 

menyangkut pada surat kuasa mebebankan hak tanggungan 

(SKMHT) yang tidak dapat ditarik kembali sebab apapun, 

termasuk berakhirnya kuasa sebagaimana telah diatur dalam 

pasal 1813 KUHPdt. 

Setidaknya pemahaman terhadap surat kuasa khusus 

bersumber dari pembagiannya tersebut. Pertama, surat kuasa 

khusus merupakan surat kuasa yang menjelaskan bahwa 

pemberian kuasa hanya berlaku khusus untuk hal-hal yang 

spesifik atau tertentu. Pencakupan kata khusus dimaksudkan 

sebagai pemberian suara maupun kesepakatan yang telah 

diagendakan dalam suatu kesepakatan atau rapat. 

Kedua, surat kuasa umum yaitu surat kuasa yang 

menjelaskan bahwa penerima kuasa telah diberikan 

kewenangan yang luas untuk melakukan tindakan hukum 

sesuai prosedur yang ditetapkan demi kepentingan pemberi 

kuasa. Berdasarkan kedua macam tersebut, maka hakikat surat 

kuasa khusus secara konkret memiliki perbedaan dengan surat 

kuasa umum. “Hal ini disebabkan kewenangan yang terdapat 
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dalam surat kuasa khusus dibatasi oleh pemberi kuasa untuk 

melakukan tindakan hokum”.
101

 

Secara umum surat kuasa tersebut dapat diterapkan 

dengan cara di bawah tangan yaitu melalui di hadapan notaris 

dan kekuatan pembuktiannya berada di bawah naungan putusan 

majelis hakim. Meskipun demikian penerima kuasa tidak dapat 

bebas untuk memberikan kekuasaan atau melimpahkan 

kewenangannya kepada orang lain sebab tergantung pada isi 

dan ketentuan surat yang mampu membatasi pelimpahan dan 

kewenangan tersebut, terutama dalam surat kuasa khusus. 

“Pengaturan surat kuasa khusus telah ditetapkan dan 

diatur dalam Pasal 1975 KUHPdt mengenai pemberian kuasa 

mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih”.
102

 Kemudian 

Hakikat kuasa khusus tersebut selain dibuktikan dengan adanya 

surat kuasa khusus yang telah diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 

1994, juga memiliki beberapa persyaratan yang harus 

diimplementasikan. Syarat-syarat tersebut mencakup pada hal-

hal berikut ini: 

a. Kejelasan dan spesifikasi surat kuasa harus disebutkan agar 

mendapatkan perananannya di pengadilan. 

b. Adanya penyebutan terkait kompetensi relatif. 

c. Kejelasan dalam penyebutan identitas dan kedudukan para 

pihak yang bersangkutan dengan kuasa khusus. 

d. Penyebutan secara ringkas dan konkret mengenai pokok dan 

objek yang diperkarakan.
103

 

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi keseluruhannya, 

sebab salah satu syarat tidak terpenuhi maka menyebabkan 

kuasa tidak sah atau tidak berlaku. Hal ini disebabkan kuasa 

khusus yang ditetapkan dapat mengakibatkan konsekuensi 

logis hukum baik bagi pemberi kuasa maupun penerima 

kuasa.Oleh sebab itu, untuk memberikan kejelasan terhadap 
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implementasi dan hakikat kuasa khusus tersebut, maka Pasal 

123 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa kuasa khusus 

berbentuk tertulis (in writing) harus ditetapkan, meskipun 

dalam bentuk formal atau standarnya tidak diatur secara 

terperinci dalam udang-udang dan tidak ditentukan bentuknya 

secara khusus sesuai dengan Pasal 123 ayat 1 HIR yang 

menjelaskan bahwa surat kuasa khusus berbentuk bebas (free 

form). 

“Jeremias Lemek memberikan gambaran mengenai surat 

kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan pada praktiknya 

tidak hanya menyebutkan hal-hal tertentu saja, melainkan harus 

patuh dan tunduk terhadap teori ilmu hukum dan yurisprudensi 

tetap Mahkamah Agung RI”.
104

 Sedangkan Whimbo Pitoyo 

secara eksplisit menjelaskan beberapa ketentuan terkait dengan 

pemberian kuasa dan kuasa khusus dalam hukum acara perdata 

sehingga kuasa khusus yang dimaksudkan dapat dipahami 

secara komprehensif berdasarkan undang-undang dan aturan 

yang telah ditetapkan, sebagai berikut: 

a. Tidak adanya kewajiban mewakilkan perkara kepada kuasa 

hukum (verplichter procureur stelling) dalam HIR. 

b. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dari orang 

yang diberi kuasa melalui surat kuasa khusus yang telah 

ditanda tangi oleh pemberi kuasa dan penerimana. Hal ini 

memberikan hak kepada setiap oran guntuk beracara di 

depan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. 

c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959 tanggal 19 

Januari 1959 telah mengatur “surat kuasa khusus” yang 

diartikan sebagai “bahwa surat kuasa tersebut hanya akan 

dipergunakan penggugat dan tergugat, mengenai soal 

warisan atau utang piutang tertentu, yang pada pokoknya 

secara singkat harus disebutkan dan menjadi persengketaan 

antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan lingkup 

kuasa dalam perkara tertentu dapat mengajukan banding dan 

kasasi. 
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d. Landasan pemberian kuasa dalam HIR telah diatur pada 

pasal 123 (1), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1962 

tanggal 30 Juli 1962 tentang Penyempurnaan Surat Kuasa 

Khusus. 

e. Dasar pemberian kuasa adalah Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971. Kedua surat 

edaran sebelumnya telah dicabut, selanjutnya terakhir 

menetapkan syarat-syarat sebagaimana dalam: Pasal 7 (1) 

UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 199 (1) Rbg., dan Pasal 7 UU 

Darurat No. 1 Tahun 1951
105

. 

Beberapa ketentuan di atas secara terperinci 

menggambarkan bagaimana hakikat kuasa khusus dapat 

diimplementasikan dan digunakan dalam ranah tertentu agar 

kuasa khusus yang diberikan dapat dilakukan semaksimal 

mungkin. Hal ini sesuai dengan Pasal 1975 KUHPdt yang 

menjelaskan mengenai tindakan-tindakan tertentu saja yang 

tersurat dalam surat kuasa khusus yang dapat dilakukan oleh 

penerima kuasa. Oleh sebab itu, tidak heran jika dalam hakikat 

kuasa khusus ini terdapat dalam isi surat kuasa khusus yang 

telah diperinci tindakan apa saja yang harus dilakukan. 

Selanjutnya penerima kuasa harus melakukan sesuai apa yang 

diperintahkan dalam surat tersebut dan tidak boleh melebihi 

batas kewenangan yang diberikan kepadanya. 

Adanya kuasa khusus yang diberikan kepada seseorang 

pada hakikatnya hanya dapat diimplementasikan sesuatu 

dengan kuasa yang tertulis dalam surat kuasa khusus tersebut 

dan surat tersebut menjadi bukti bahwa penerima kuasa 

berkewajiban sesuai dengan apapun yang tertulis di dalamnya. 

Artinya kuasa khusus hanya diberikan kepada orang tertentu 

dari dari pemberi kuasa tertentu.  

Pemahaman hakikat kuasa khusus dapat ditelusuri 

melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 
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2007. Setidaknya dari hal itu dapat diintisarikan mengenai 

hakikat kuasa khusus sebagai berikut: 

a. Kuasa khusus yang diberikan kepada penerima kuasa/ 

mandate harus jelas keperluannya, subyek dan obyeknya. 

Hal ini agar tidak melebih dari kapasitas penerima kuasa 

dalam melaksanakan kuasa khusus yang diberikan serta 

sesuai dengan pedoman dan tujuan yang diinginkan oleh 

pemberi kuasa. 

b. Dalam urusan perdata harus menyebutkan secara jelas 

orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti nama 

penggugat dan tergugat. 

c. Kuasa khusus dapat diberlakukan hingga tingkat banding 

dan kasasi jika di dalam surat kuasa khususnya 

menyebutkan hal itu. Artinya, kuasa khusus yang diterima 

dapat bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dari pemberi kuasa 

agar permasalahan yang dihadapi terselesaikan. 

d. Penerima kuasa/ wakil harus melampiri surat kuasa khusus 

dari pemberi kuasa jika mengajukan permohonan banding 

sehingga dapat digunakan dalam Pengadilan Negeri.
106

 

Hasil intisari tersebut menunjukkan bahwa setiap pemberi 

kuasa dan penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban masing-

masing, terutama dalam kuasa khusus. Oleh sebab itu, isi dari 

kuasa khusus tersebut harus diformulasikan sebaik mungkin 

sebab dapat berakibat fatal jika terdapat kekeliruan, apalagi 

jika pemberian kuasa tersebut terkait dengan penggugat, maka 

“kekeliruan isi dapat dijadikan objek eksepsi tergugat sehingga 

gugatan yang dilayangkan dapat tidak diterima”.
107

 

Ketentuan hakikat kuasa khusus tidak dapat terlepas dari 

harus adanya kepastian hukum dalam tata aturan di dalamnya. 

Selanjutnya, kepastian hukum ini mampu memberikan 

perlindungan bagi para pihak yang melakukan kuasa khusus. 

“Terlebih hakikat kuasa untuk membebankan hak tanggungan 
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tidak dapat ditarik kembali meskipun dengan alasan apapun, 

kecuali jika kuasa yang diberikan telah dilakukan atau jangka 

waktu yang diberikan telah habis”
108

 Dengan kata lain, kuasa 

khusus tidak hanya berkaitan dengan kuasa yang diberikan saja 

melainkan dapat berkaitan dengan durasi waktu yang 

diberikan, sehingga penerima kuasa harus mempertimbangkan 

penyelesaikan kuasa yang diterima dan waktu yang 

memungkinkan untuk menyelesaikannya. 

Implementasi kuasa khusus dalam hal tersebut tertuang 

dalam Pasal 15 UUHT, yaitu: 

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib 

dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan 

hukum lain daripada membebankan Hak 

Tanggungan; 

b. Tidak memuat kuasa substitusi; dan 

c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, 

jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, 

nama dan identitas debitur apabila debitu bukan 

pemberi Hak Tanggungan. 

(2) Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat 

ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab 

apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah 

dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya 

sebagaimana dimasud pada ayat (3) dan ayat (4) 

(3) surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai 

hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan. 

(4) Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan mengenai 

hak atas tanah yang berlum terdaftar wajib diikuti 
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dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan
109

. 

 

Pasal di atas menjelaskan batasan-batasan dalam 

pemberian salah satu jenis kuasa khusus, berupa SKMHT. 

Adanya pembebanan hak tanggungan harus dilakukan oleh 

pemberi hak tanggungan, begitu juga harus terpenuhinya 

persyaratan mengenai muatan.Di antara batasan SKMHT 

adalah wajib dibuatkannya akta notaris dengan ketentuan 

dalam pasal 15 UUHT, sebagai berikut: 

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 

daripada membebankan Hak Tanggungan; 

b. Tidak memuat kuasa substitusi; 

c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah 

utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan 

identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak 

Tanggungan
110

. 

 

Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada kedua 

belah pihak untuk mengatur SKMHT yang diinginkan sesuai 

dengan koridor hak dan kewajiban masing-masing. Oleh sebab 

itu, “sistem dan prosedur dalam penetapan SKMHT sebagai 

proses yang harus dilakukan untuk menetapkan hak dan 

kewajiban yang diberikan kepada penerima kuasa dari pemberi 

kuasa”.
111

 “Terbentuknya SKMHT oleh pemberi kuasa atau 

pemberi Hak Tanggungang tidak dapat dibentuk secara lisan 

maupun akta di bawah tangan sebab termasuk dalam surat 

kuasa khusus yang harus dibuat melalui akta notaris atau akta 
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PPAT”.
112

 Dengan demikian adanya sistem, prosedur dan 

ketentuan lainnya yang dilanggar maka mengakibatkan 

konsekuensi hukum, setidaknya tidak terpenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan tersebut dapat menjadikan SKMHT batas 

demi hukum. Hal ini disebabkan tingkat pemberian kuasa 

dalam bentuk SKMHT tersebut bersifat khusus. 

Oleh sebab itu, pembuatan dan penerimaan kuasa melalui 

SKMHT ini merupakan dalam suatu bentuk persetujuan dan 

perjanjian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan 

harus dilaksanakan serta disepakati secara hukum. Hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh Budiono bahwa “perjanjian 

pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan mempunyai 

sifat memaksa dalam arti para pihak tidak bebas untuk 

menentukan sendiri, baik bentuk maupun isi dari perjanjian 

pembuatan akta SKMHT”.
113

 

Sifat yang ditimbulkan dari SKMHT adalah absolut, 

bahkan sekaligus menjadi undang-undang bagi kedua belah 

pihak sebab adanya daya ikat yang kuat dalam perjanjian dan 

kesepakatan tersebut. Terlebih hal itu dibutkiktan dengan 

adanya akta notaris atau akta otentik yang melandasi segala 

bentuk hak, kewajiban dan lainnya yang terkandung dalam 

SKMHT, baik bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa 

tersebut.Kuasa khusus yang diterapkan dalam SKMHT harus 

melalui proses kesepakatan dan ditegaskan dalam bentuk akta 

atau surat kuasa khusus. Hal ini sesuai dengan pasal 1792 

KUHPdt atau Pasal 1793 ayat 1 KUHPdt yang telah 

menyebutkan secara gamblang mengenai kuasa khusus dalam 

setiap permasalahan, termasuk SKMHT, yaitu “pemberian 

kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, 
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dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau di bawah 

tangan maupun dengan lisan”.
114

 

Beberapa hal saja yang dapat diimplementasikan oleh 

pemberi kuasa terhadap penerima kuasa dalam kuasa khusus. 

Dengan kata lain, kuasa khusus dapat terjadi hanya dalam 

ruang lingkup tindakan tertentu, yaitu: 

Pertama, pemindah tanganan terhadap benda-benda yang 

dimiliki oleh pemberi kuasa atau untuk menempatkan hak 

tanggungan (tanah) di atas bernda tersebut; kedua, 

membentuk atau membuat perdamaian dengan pihak 

ketiga; dan ketiga digunakan untuk mengucapkan sumpah 

penentu atau tambahan sesuai aturan dalam Pasal 157 

HIR atau Pasal 184 RBg.
115

 

 

Oleh sebab itu, kuasa khusus dalam pemberian beban hak 

tanggungan dan urusan tertentu tidak boleh dicampur adukan 

dengan kuasa maupun akta lain dalam prosesnya. Terlebih 

kuasa khusus, termasuk SKMHT, tidak boleh disubstitusi 

begitu saja kepada orang lain atau kuasa lain sebab sudah 

terdapat ketentuan yang mengatur di dalam perjanjian kuasa 

khusus tersebut dan berbentuk kuasa mutlak. 

Pengaturan kekhususan SKMHT dibanding kuasa lain 

tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada 

kreditur di mana pemberi kuasa wajib memberikan SKMHT 

kepada penerima kuasa untuk membuat APHT guna dinaikkan 

menjadi sertipikat hak tanggungan. Sesuai dengan amanat dari 

Pasal 15 UUHT.  

Ketentuan tersebut mengarah pada perlindungan terhadap 

kreditur dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses 

SKMHT sehingga lebih mudah dalam pengurusan pembuatan 

APHT, melalui pengaturan SKMHT dalam UUHT sudah 

berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dalam mewujudkan 
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perlindungan bagi kreditur, hal ini karena dalam SKMHT 

hanya dapat diberikan kepada lebih satu penerima kuasa dan 

tidak boleh disubstitusikan. Ketentuan tersebut sebagai tujuan 

adanya hukum dari Gustav Radbruck yaitu untuk memberikan 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan artinya 

bagi kreditur maupun debitur sama-sama mendapatkan 

keadilan yaitu debitur bisa mendapatkan kredit dengan 

memberikan kuasa untuk pengurusan APHT jika jaminan kredit 

debitur masih yang masih belum terdaftar maupun yang sudah 

terdaftar. Sedangkan keadilan bagi kreditur adalah 

mendapatkan kemudahan dalam membuat APHT guna 

dinaikkan menjadi sertipikat hak tanggungan. Sesuai dengan 

amanat dari Pasal 15 UUHT.  

Kemanfaatan yang ada adalah antara kreditur dan debitur          

sama-sama mendapatkan kebahagiaan dalam proses kredit 

tersebut tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan 

kepastian hukumnya adalah baik kreditur maupun debitur 

sama-sama terjamin hak hukumnya melalui ketentuan dalam 

Pasal 15 UUHT tersebut. Tujuan hukum semua sudah tercipta 

dari adanya Pasal 15 UUHT tersebut.  

Dengan demikian, urgensi SKMHT merupakan instrumen 

sangat penting dalam hal melakukan perbuatan hukum khususnya 

dalam pembuatan APHT bilamana agunan debitur yang akan 

dijaminkan belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar guna 

pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur 

setelah dibuatnya perjanjian pokok kredit, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 juncto Pasal 15 UUHT. Sehingga SKMHT 

merupakan perbuatan hukum yang mengandung implikasi hukum 

yaitu hak dan kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum. 

SKMHT tersebut menciptakan banyak akibat hukum 

positif dalam kredit. Eksistensi dari SKMHT berkesesuaian 

dengan tujuan hukum. Aliran Utilitis menyatakan bahwa tujuan 

hukum adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 

Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bagi setiap 

warga masyarakat dalam mencapai kebahagiaan, dan hukum 
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sebagai salah satu alatnya116. Kebahagiaan merupakan salah 

satu tujuan hukum yang termasuk dalam bagian kemanfaatan 

hukum.   

Aliran yang menengani gerakan-gerakan periodik dalam 

hukum adalah aliran utilitarianisme. “Menurut aliran ini , tujuan 

hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari 

oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga 

negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan 

salah satu alatnya. Dalam hal ini utilitarianisme merupakan 

aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama 

hukum. kemanfaatan hukum yang dimaksud yaitu kebahagiaan 

yang sebesar-besarnya bagi orang-orang”117. 

Kemanfaatan dalam teori utilitarianisme adalah 

kebahagiaan (happiness). Aliran pemikiran utilitarianisme ini 

memiliki tokoh James Mill, John Stuart Mill, dan Jeremy 

Bentham yang karya-karyanya terilhami dari karya David 

Hume. Bentham kemudian mendirian teori yang lengkap 

dengan berdasarkan pada pemikiran Hume tersebut dan 

membuat prinsip-prinsip tujuan hukum sebagai berikut: 

4. Tujuan hukum yang menurutnya menurutnya 

merupakan jaminan kebahagiaan yang dapat 

diberikan kepada orang berupa kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya; 

5. Prinsip yang harus diterapkan secara kuantitatif; 

6. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan 

masyarakat maka perundang-undangan harus 

mencapai empat tujuan, yaitu: 

a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah 

hidup) 

b. To provide abundance (untuk memberi nafkah 

makanan berlimpah) 
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c. To provide security (untuk memberikan 

perlindungan) 

d. To attain equity (untuk mencapai persamaan)118 

 

Ajaran utilitis Jeremy Bentham terkait kemanfaatan 

hukum berupa kebahagiaan dapat disimpulkan dalam tiga hal, 

yaitu: 

a. The principle ofutulity subject every thing to 

these two forces. (i) Utility is the property or 

tendencyof an object to produce benefit, good, or 

happiness or to prevent mischief, pain or evil. (ii) 

the utility principle allows us to approve of an 

acton according to its tendency to promote 

appose happines 

b. Pleasure may be equated with good, pan, with 

evil 

c. A thing is said to promote the interest, or to be 

for the interest, of an individual, when it tends to 

add to the sum total of his pleasure: or what 

comes to the same thing, to diminish the sum 

total of his pains119. 

 

5. Ruang Lingkup SKMHT 

SKMHT hanya dapat dibuat untuk pembebanan hak 

tanggungan yang dibuat dalam bentuk APHT di hadapan 

Notaris atau PPAT. Kuasa tersebut harus dibuat secara khusus 

dan tidak dapat disubstitusikan. Pasal 15 ayat (1) UUHT secara 

jelas mengatur SKMHT sebagai berikut : 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib 

dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan 

hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan.  

b. tidak memuat kuasa substitusi;  
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c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, 

jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, 

nama dan identitas debitor apabila debitor bukan 

pemberi Hak Tanggungan.  

 

Namun dalam Pasal 95 ayat (1) Perkaban 8/2012, 

menyebutkan bahwa akta-akta yang dijadikan dasar 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yaitu: 

a. Akta Jual Beli;  

b. Akta Tukar Menukar;  

c. Akta Hibah; 

d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;  

e. Akta Pembagian Hak Bersama;  

f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;  

g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak 

Milik; 

h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. 

Akta SKMHT sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) 

Perkaban 8/2012 yaitu “Selain akta-akta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) PPAT juga membuat Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan yang merupakan akta 

pemberian kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan”. akta-akta tersebut dalam 

pengaturan Pasal 96 ayat (4) Perkaban 8/2012 hanya dapat 

dibuat oleh PPAT, yaitu “penyiapan dan pembuatan akta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-

masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus”.  

 

Pasal 111 ayat (1) Perkaban 8/2012 yang mengatur 

sebagai berikut: 

Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli 

waris atau kuasanya dengan melampirkan :  
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a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila 

mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;  

b. surat kematian atas nama pemegang hak yang 

tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari 

Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu 

meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau 

intansi lain yang berwenang;  

c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:  

1) wasiat dari pewaris, atau  

2) putusan Pengadilan, atau  

3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau  

4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat 

keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli 

waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi 

dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan 

Camat tempat tinggal pewaris pada waktu 

meninggal dunia;  

bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: 

akta keterangan hak mewaris dari Notaris,  

-bagi warganegara Indonesia keturunan Timur 

Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai 

Harta Peninggalan.  

d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang 

mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak 

bukan ahli waris yang bersangkutan;  

e. bukti identitas ahli waris; 

 

Kemudian dalam Pasal 111 ayat (3) Perkaban 8/2012 juga 

mengatur bahwa “Akta mengenai pembagian waris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam 

bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan 

disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris”.  Selain 

itu dalam Pasal 131 Perkaban 8/2012 juga mengatur terkait 
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dengan pendaftaran penghapusan hak di mana dalam 

pengurusanya juga melibatkan notaris, sebagaimana berikut: 

Pasal 131  

(1) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh 

habisnya jangka waktu hak tersebut dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya 

berdasarkan data di Kantor Pertanahan.  

(2) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, Hak 

Pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau 

dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh 

Kapala Kantor Pertanahan atas permohonan yang 

berkepentingan dengan melampirkan:  

a. salinan Keputusan pejabat yang berwenang yang 

menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah 

batal, dibatalkan atau dicabut, dan  

b. sertipikat hak atau, apabila sertipikat tersebut 

tidak ada pada pemohon, keterangan mengenai 

keberadaan sertipikat tersebut;  

(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh 

dilepaskannya hak tersebut oleh peme-gangnya 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

berdasarkan permohonan dari pihak yang 

berkepentingan dengan melampirkan:  

a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa 

pemegang yang bersangkutan melepaskan hak 

tersebut, atau  

2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa 

pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 

hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan 

oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau  

3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa 

pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 
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hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan,  

b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan 

apabila hak tersebut dibebani Hak Tang-gungan;  

c. sertipikat hak yang bersangkutan;  

(4) Apabila pemegang hak melepaskan haknya dalam 

rangka pembaharuan atau perubahan hak, maka 

permohonan dari pemegang hak untuk memperoleh 

pembaharuan atau perubahan hak tersebut berlaku 

sebagai surat keterangan melepaskan hak yang dapat 

dijadikan dasar pendaftaran hapusnya hak.  

(5) Apabila pemegang Hak Milik mewakafkan tanahnya, 

maka akta ikrar wakaf berlaku sebagai surat 

keterangan melepaskan Hak Milik yang dapat 

dijadikan dasar pendaftaran hapusnya Hak Milik 

tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftar sebagai 

tanah wakaf.  

(6) Pencatatan hapusnya hak dilakukan sebagai berikut :  

a. Di dalam buku tanah dan, apabila sertipikat 

diserahkan, di dalam sertipikat, nomor hak yang 

bersangkutan dicoret dengan tinta hitam;  

b. Selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah 

disediakan dituliskan :  

"Hak atas tanah hapus berdasarkan:  

- berakhir jangka waktunya tanggal 

……………… *)  

- keputusan pembatalan/pencabutan hak No ...... 

tanggal ......*)  

- akta Notaris …………. Nomor ……. tanggal 

….. *)  

- surat pelepasan Hak No .......... tanggal 

.........……..dibuat oleh pemegang hak 

dihadapan dan disaksikan oleh ………*)  

- permohonan pembaharuan/perubahan hak 

tanggal ………. dan menjadi Hak …… Nomor 

……….*)  
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- Akta Pejabat Ikrar Wakaf ………….. Nomor 

…… tanggal ………… dan tanahnya menjadi 

tanah wakaf nomor ……………….*)"  

*) ditulis yang diperlukan.  

c. Dalam daftar nama, surat ukur dan petanya, 

nomor hak yang telah hapus dicoret.  

(7) Buku tanah dan sertipikat yang sudah diberi catatan 

mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku 

lagi, kecuali dalam hal hapusnya hak karena 

dilepaskan pemegang haknya dalam rangka 

pembaharuan hak atau perubahan hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3). 

 

Akta yang dibuat di hadapan notaris harus sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN yang 

mengatur sebagai berikut: 

 

e. Awal Akta atau kepala Akta 

Awal Akta atau kepala Akta harus memuat hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Judul Akta 

2) Nomor Akta 

3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun 

4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.  

f. Badan Akta 

Badan Akta harus memuat hal-hal sebagai berikut :   

1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 

tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 

mereka wakili 

2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap 

3) Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari 

pihak yang berkepentingan 

4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari 

tiap-tiap saksi pengenal.  
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g. Akhir atau penutup Akta.  

Akhir atau penutup Akta harus memuat hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Uraian tentang pembacaan Akta  

2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada 

3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi Akta  

4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi 

dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya 

perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, 

atau penggantian serta jumlah perubahannya.  

Berdasarkan format SKMHT sebagaimana terdapat dalam 

Lampiran VIIIa Perkaban 8/2012, maka dapat disederhakan 

sebagai berikut: 

A. Cover  

1) Kop Surat 

2) Judul Akta dan Nomor Akta 

B. Awal Akta atau kepala Akta 

Awal Akta atau kepala Akta harus memuat hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Kop Surat 

2) Judul Akta dan Nomor Akta 

3) Lembar Akta 

4) Hari, tanggal, bulan, dan tahun 

5) Nama lengkap Notaris  

6) Tanggal dan Nomor Pengangkatan Notaris.  

7) Kantor Notaris 

8) Nama Saksi-saksi 

C. Badan Akta 

Badan Akta harus memuat hal-hal sebagai berikut :   

1) Identitas Pemberi Kuasa 

2) Identitas Penerima Kuasa 

3) Disaksikan oleh saksi-saksi 
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4) Jenis utang hak tanggungan dan nominalnya (jumlah 

dan terbilang) 

5) Bukti Perjanjian debitur 

6) Bukti perjanjian kreditur 

7) Jenis objek hak tanggungan 

8) Letak objek hak tanggungan 

9) Janji-janji 

10) Keterangan akta tidak dapat dicabut 

11) Keterangan hadirnya saksi-saksi 

D. Akhir atau penutup Akta.  

Akhir atau penutup Akta harus memuat hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Uraian penutup akta 

2) Tanda tangan pemberi kuasa, penerima kuasa, pihak 

yang menyetujui, dan saksi-saksi 

3) Tanda tangan PPAT/ Notaris 

SKMHT memiliki ruang lingkup yang terbatas 

dibandingkan dengan kuasa lainnya. Jika kuasa lain dapat 

dilakukan dengan bebas secara konten dan dapat dilakukan 

substitusi, maka dalam SKMHT hal tersebut tidak dapat 

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa SKMHT adalah 

ketentuan khusus untuk kuasa sebagaimana diatur dalam 

UUHT. Kuasa untuk pembuatan APHT tidak dapat dibuat 

hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHPdt sebagai 

induk dari hukum perdata di Indonesia. SKMHT harus dibuat 

berdasarkan ketentuan dalam UUHT.  

Bahwa kaitannya dengan surat kuasa pada umumnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPdt, lazimnya 

diberikan kepada penerima kuasa untuk kepentingan pemberi 

kuasa, namun dalam SKMHT justru diatur sebaliknya, yaitu 

surat kuasadiberikan kepada penerima kuasa dari pemberi 

kuasa hanya untuk kepentinganpenerima kuasa itu sendiri, 

sehingga ketentuan Pasal 1792 KUHPdt tidak berlaku, dan 

dalam ketentuan Pasal 15 UUHT justru mengatur bahwa 

SKMHT diberikan untuk penerima kuasa karena akan 

memberikan kredit kepada pemberi kuasa. Hal ini kemudian 
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menciptakan akibat hukum yang berbeda, yaitu perlindungan 

terhadap penerima kuasa sebagai pihak yang memberikan 

kredit (kreditur)terhadap pemberi kuasa sebagai pihak yang 

menerima kredit (debitur). 

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit 

kepada debitur (berpiutang), dan Kreditur ini dapat terdiri dari 

Perorangan atau lembaga. Neni Sri Imaniyati memberikan 

pengertian kreditur dengan berpedoman terhadap Pasal 1 angka 

1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) yang menentukan bahwa “Kreditur adalah orang 

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena 

undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. 

Kemudian mengutip dari Man Suparman, unsur-unsur dari 

kreditur adalah sebagai berikut: 

a. Orang 

Yang dimaksud di sini bukan hanya manusia atau orang-

perorangan, melainkan juga badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. 

Dalam Pasal 1 angka 11 UUPKPU disebutkan bahwa: 

“setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi termasuk 

korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan 

badan hukum dalam likuidasi” 

b. Piutang 

Dalam Pasal 1 UUKPKPU tidak terhadap definisi atau 

rumusan piutang, yang ada rumusan utang (Pasal 1 angka 5). 

Dengan demikian, untuk pengertian piutang dapat digunakan 

penafsiran argumentum a contrario dari rumusan utang. 

c. Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-

undang 

Dengan demikian, piutang tersebut menimbulkan suatu 

perikatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPdt, 

yang mengatur bahwa “Perikatan, lahir karena suatu 

persetujuan atau karena undang-undang”
120

 

 

                                                 
120

Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 

2010, h. 143 
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Kreditur terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu kreditur 

separatis, preferen, dan, konkuren. Susanti Adi Nugroho 

menjelaskan terkait perbedaan tiga jenis kreditur tersebut. 

Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang jaminan 

kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPdt yaitu 

gadai dan hipotek.  

Kreditur preferen, yaitu kreditur yang mempunyai hak 

mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang 

diberi kedudukan istimewa. Dengan adanya pembebanan hak 

tanggungan maka kreditur menjadi preferen atas hasil 

penjualan benda tertentu milik debitur, dan ia berhak 

mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi hak tanggungan. 

kredit preferen terdiri dari kreditur preferen khusus, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPdt, dan kreditur 

preferen umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 

KUHPdt.  

Kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam 

kreditur separatis dan kreditur preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 

1132 KUHPdt) 

Perbedaan kreditur separatis dengan kreditur konkuren 

terletak di mana kreditur separatis memiliki hak sendiri, 

untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah 

tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UU Kepailitan No. 37 

Tahun 2004) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih 

dahulu daripada kreditur konkuren. Kreditur yang 

kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih 

dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, 

dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama 

memperoleh pembayaran dengan asas prorata (Pari Passu 

Prorata Parte).
121

 

 

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan pembahasan dalam 

bab ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum sebagaimana 

yang di kemukakan oleh Gutav Radbruck filsuf hukum dari Jerman 

yang mengajarkan tiga ide dasar tujuan hukum yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian, dimana salah satu teorinya aliran 

yuridis – dogmatik : 

                                                 
121

Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan 

Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2018, h. 409 
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Aliran ini bersumber pada pemikiran positivistis, yang 

cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang 

otonom, mandiri, hukum hanya dianggap sebagai 

kumpulan aturan. Tujuan hukum untuk sekedar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. Hukum identik dengan 

kepastian.  

Menurut Gustav Radbruck, prioritas pertama dari tujuan 

hukum selalu jatuh pada keadilan, baru kemudian 

kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Merupakan 

hal yang sulit suatu aturan hukum akan mampu 

memenuhi ketiga tujuan tersebut sekaligus, maka menjadi 

realitas apabila menggunakan asas prioritas yang 

kasuistik, maksudnya tujuan hukum yang mana, yang 

akan diprioritaskan terlebih dahulu dalam menghadapi 

kasus tersebut122.  

 
Dengan demikian ratio legis SKMHT tergolong sebagai 

kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan, karena SKMHT 

hanya dibuat oleh debitur selaku pemberi kuasa kepada 

kreditur selaku penerima kuasa hanya khusus untuk 

membebankan hak tanggungan, guna kepentingan hukum 

kreditur itu sendiri, dan selain itu untuk memberikan 

perlindungan terhadap kreditur utama yaitu kreditur preferen 

supaya tidak kehilangan hak dan kedudukannya dari pada 

kreditur lainnya yaitu kreditur konkuren dan separatis, karena 

akan berlaku sebaliknya jika SKMHT yang telah diberikan 

oleh debitur kepada kreditur sampai disubstitusikan kembali 

oleh kreditur kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka 

kreditur tersebut menjadi kehilangan hak dan kedudukannya 

sebagai kreditur preferen. 

 

Oleh karena itu SKMHT adalah kuasa khusus yang hanya 

bisa dikuasai oleh penerima kuasa langsung karena hanya terkait 

dengan kuasa pembuatan Akte Pembebanan Hak Tanggungan 

                                                 
122

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, 

Radbruch, and Dabin,Op. Cit; h. 107. 
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(APHT) dengan Kreditur di hadapan Notaris/ PPAT. Dengan 

demikian, urgensi SKMHT merupakan instrumen sangat penting 

dalam hal melakukan perbuatan hukum khususnya dalam 

pembuatan APHT bilamana agunan debitur yang akan dijaminkan 

belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar guna pemberian 

kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur setelah 

dibuatnya perjanjian pokok kredit, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 juncto Pasal 15 UUHT. Sehingga SKMHT merupakan 

perbuatan hukum yang mengandung implikasi hukum yaitu hak 

dan kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum didalam        

bisnis perkreditan. 

 

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum 

sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Isnaeni yang berusaha 

menguraikan bahwa hukum adalah pagar yang berfungsi untuk 

memberikan perlindungan bagi para pihak dari potensi 

kerugian123. 

Selain itu sesuai dengan teori jaminan yang 

dikemukakan oleh Edgar N. Durfee adalah bahwa sejak 

jaminan disepakati dan diserahkan, maka yang berkuasa atas 

benda yang dijaminkan tersebut sudah berada dalam 

kepemilikan kreditur sehingga bebas untuk menguasai dan 

menikmati hasilnya. Jaminan tersebut baru bisa kembali  dalam 

penguasaan debitur setelah debitur melakukan pembayaran atas 

kredit. Namun jika debitur tidak mampu membayar kredit, 

maka jaminan tersebut dapat dijual sebagai penebusan kredit 

yang diberikan oleh kreditur. Teori ini yang disebut dengan 

title theory (teori kepemilikan titel). Teori lainnya adalah lien 

theory, sebagaimana diungkapkan oleh Bernard C. Gavit yaitu 

benda yang dijaminkan tetap berada di dalam penguasaan 

debitur. Jaminan tidak untuk dipungut hasilnya oleh kreditur, 

melainkan hanya untuk langkah antisipasi jika debitur 

wanprestasi, yaitu dapat dijual atau dieksekusi oleh kreditur 

sebagai pelunasan kredit124.  

                                                 
123

Moh. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak,Op.Cit; h. 41 
124

Bernard C. Gavit, Under the Lien Theory of Mortgages is the Mortgage 

Oly a Power of Sale, Minn. L. Rev, Op.Cit; h. 149 
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SKMHT tersebut menciptakan banyak akibat hukum 

positif dalam kredit. Eksistensi dari SKMHT berkesesuaian 

dengan tujuan hukum. Aliran Utilitis menyatakan bahwa tujuan 

hukum adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 

Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bagi setiap 

warga masyarakat dalam mencapai kebahagiaan, dan hukum 

sebagai salah satu alatnya125. Kebahagiaan merupakan salah 

satu tujuan hukum yang termasuk dalam bagian kemanfaatan 

hukum.   

Aliran yang menengani gerakan-gerakan periodik dalam 

hukum adalah aliran utilitarianisme. “Menurut aliran ini, tujuan 

hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari 

oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga 

negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan 

salah satu alatnya. Dalam hal ini utilitarianisme merupakan 

aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama 

hukum. kemanfaatan hukum yang dimaksud yaitu kebahagiaan 

yang sebesar-besarnya bagi orang-orang”126. 

Kemanfaatan dalam teori utilitarianisme adalah 

kebahagiaan (happiness). Aliran pemikiran utilitarianisme ini 

memiliki tokoh James Mill, John Stuart Mill, dan Jeremy 

Bentham yang karya-karyanya terilhami dari karya David 

Hume. Bentham kemudian mendirian teori yang lengkap 

dengan berdasarkan pada pemikiran Hume tersebut dan 

membuat prinsip-prinsip tujuan hukum sebagai berikut: 

1. Tujuan hukum yang menurutnya menurutnya 

merupakan jaminan kebahagiaan yang dapat 

diberikan kepada orang berupa kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya; 

2. Prinsip yang harus diterapkan secara kuantitatif; 

                                                 
125

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, 

Radbruch, and Dabin,Op.Cit, h. 107. 
126

Hadi Machram,Asas Manfaat Putusan Hakim, Op.Cit, h. 24-25 
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3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan 

masyarakat maka perundang-undangan harus 

mencapai empat tujuan, yaitu: 

a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah 

hidup) 

b. To provide abundance (untuk memberi nafkah 

makanan berlimpah) 

c. To provide security (untuk memberikan 

perlindungan) 

d. To attain equity (untuk mencapai persamaan)127 

 

Ajaran utilitis Jeremy Bentham terkait kemanfaatan 

hukum berupa kebahagiaan dapat disimpulkan dalam tiga hal, 

yaitu: 

a. The principle ofutulity subject every thing to these two 

forces. (i) Utility is the property or tendencyof an 

object to produce benefit, good, or happiness or to 

prevent mischief, pain or evil. (ii) the utility principle 

allows us to approve of an acton according to its 

tendency to promote appose happines 

b. Pleasure may be equated with good, pan, with evil 

c. A thing is said to promote the interest, or to be for the 

interest, of an individual, when it tends to add to the 

sum total of his pleasure: or what comes to the same 

thing, to diminish the sum total of his pains128. 

 

Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch 

dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu “kepastian dalam 

hukum” dan “kepastian karena hukum” : 

a. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap 

norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan 

kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung 

penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya, akan 

membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap 

                                                 
127

Ibid; h. 25-26 
128

Curzon, L.B., Jurisprudence, Op.Cit, h. 93-94 
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hukum. dalam praktik banyak timbul peristiwa-

peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan 

subtansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala 

tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul 

penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan 

membawa kepada ketidakpastian hukum.  

b. “Kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa 

karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, 

misalnya hukum menentukan adanya lembaga 

daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan 

mendapatkan hak atau kehilangan hak. Brarti hukum 

dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang 

dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu 

hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak 

tertentu129. 

 

Oleh karena itu, dengan adanya SKMHT tergolong 

sebagai kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan tersebut, 

maka dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum 

terhadap kreditur dalam penerimaan SKMHT yang diberikan 

oleh debitur. Sehingga hak dan kedudukan serta kepentingan 

hukum kreditur preferen menjadi terjamin dan terlindungi.  

Ketentuan tersebut sebagai adanya tujuan hukum dari Gustav 

Radbruck yaitu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Keadilannya bagi kreditur maupun debitur sama-

sama mendapatkan keadilan yaitu debitur bisa mendapatkan 

fasilitas kredit dan dapat memberikan kuasa untuk pengurusan 

APHT. Sedangkan keadilan bagi kreditur adalah mendapatkan 

kemudahan pembuatan APHT bilamana agunan debitur yang akan 

dijaminkan belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar guna 

pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur 

setelah dibuatnya perjanjian pokok kredit, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 juncto Pasal 15 UUHT.  

 

Dengan demikian kemanfaatan dengan adanya SKMHT 

adalah antara kreditur dan debitur sama-sama mendapatkan 
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perlindungan hukum dalam proses kredit tersebut tanpa ada salah 

satu pihak yang dirugikan. Sedangkan kepastian hukumnya adalah 

baik kreditur maupun debitur sama-sama terjamin hak hukumnya 

melalui ketentuan dalam Pasal 15 UUHT tersebut. Tujuan hukum 

semua sudah tercipta dari adanya Pasal 15 UUHT tersebut. 

 

 

 

 


